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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to evaluate the internal control on the 
distribution of financing of Micro Small and Medium Enterprises in Syariah 
Funds Bank Syariah Fund Mulia Surakarta. In this case it is useful to get a clear 
picture of the internal control of financing disbursement applied. 
 This research is kind of field research which take one object of research that 
is Bank Syariah Financing Fund Mulia Surakarta with qualitative descriptive 
research method. Descriptive qualitative in the form of spoken words and writings 
about human behavior that can be observed. Method of data collection by using 
interview, observation and documentation, validity of data in this research 
obtained by using triangulation of source. 
 Based on the results of this study, it can be concluded that the 
implementation of internal controls on the distribution of micro and small 
business financing is good enough. But there are some elements of the Internal 
Control System that still need to be improved. For example, there is still 
positional capture in the Internal Supervisory Unit which is captured by the Head 
of Operations so that the employee performance is not maximal and the Net 
Peforming Financing ratio is high. 
 
Keywords: Internal Control System, Financing 
 
  
 
 
xiii 
 
ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian internal 
pada penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah  di Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta. Dalam hal ini berguna untuk 
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengendalian internal penyaluran 
pembiayaan yang diterapkan. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang mengambil satu 
objek penelitian yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta 
dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yang berupa 
kata-kata lisan dan tulisan tentang tingkah laku manusia yang bisa diamati. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan 
dokumentasi, validitas data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 
triangulasi sumber. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pengendalian internal pada penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah sudah cukup baik. Namun ada beberapa unsur-unsur dari Sistem 
Pengendalian Internal yang masih harus diperbaiki. Misalnya masih ada 
perangkapan jabatan yaitu pada bagian Satuan Pengawas Internal yang dirangkap 
oleh Kepala bagian Operasional sehingga menimbulkan kinerja karyawan tidak 
begitu maksimal dan tingkat rasio Net Peforming Financing yang tinggi. 
 
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Pembiayaan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Kecenderungan peningkatan suku bunga bank menyebabkan pelaku usaha 
mikro kecil menengah dan masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan 
ekonomi tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada pihak bank (Maryati, 2014). 
Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha berskala ekonomi mikro kecil dan 
menengah membutuhkan lembaga keuangan yang lebih mendukung pada 
keberhasilan usahanya dengan prinsip operasional yang didasarkan pada konsep 
syariah (Adilho dan Setyowati, 2014).  
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu bentuk bank 
yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Terlebih lagi pada tahun 
2008 lahir undang-undang nomor 21 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini 
menjadi payung hukum serta bukti pengakuan akan kehadiran perbankan syariah di 
Indonesia. 
Aturan hukum mengenai BPRS mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 
tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dilihat dari jenis usahanya, BPRS 
adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya tidak juga memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Misalnya ikut 
dalam kegiatan kliring, inkaso dan penerbitan giro. Sektor ini yang menjadikan BPRS 
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berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum 
Syariah (Kasmir, 2012: 120). 
Kepala OJK Surakarta Laksono Dwionggo mengatakan bahwa selama tahun 
2016, perkembangan keuangan di wilayah Surakarta relatif cukup baik. Berdasarkan 
data yang dilaporkan, BPR memiliki rasio Non Performing Loan sebesar 4,91%, 
sedangkan rasio Non Performing Financing BPRS sebesar 9,48%. Sementara untuk 
Bank Umum yang berada di wilayah Solo Raya relatif rendah, di bawah 5% 
(http://Lintas1.com diakses 11 febuari 2017). 
 
Tabel 1.1 Perkembangan BPRS dibawah pengawasan kantor OJK Solo 
Indikator Mei-16 Des-16 Mei-17 
Pembiayaan 277.333.903.000 321.952.578.000 364.621.041.000 
NPF Gross 
(%) 
11,51 9,48 9,57 
 
 
Sumber: OJK.com data diolah Mei 2017  
  
Dari uraian table 1.1 menunjukkan bahwa BPRS memiliki jumlah pembiayaan 
yang mengalami peningkatan, akan tetapi BPRS juga memiliki tingkat rasio NPF 
yang paling tinggi dibandingkan BPR Konvensional dan Bank Umum lainnya. 
Artinya bahwa apabila suatu lembaga keuangan memiliki NPF dalam jumlah yang 
tinggi jelas sekali akan membahayakan lembaga keuangan tersebut, sehingga perlu 
berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Non Performing 
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Financing adalah tingkat suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup 
membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti apa yang telah 
diperjanjikan (Kasmir, 2012: 130). 
Menurut Kasmir (2012: 130) Bahaya yang timbul dari pembiayaan yang 
bermasalah adalah tidak terbayarnya kembali pembiayaan tersebut, baik sebagian 
maupun seluruhnya. Pembiayaan yang bermasalah banyak terjadi bisa saja bukan 
karena analisis pemberian persetujuan pembiayaan yang tidak begitu ketat, tetapi 
karena masalah pemantauan dan pembinaan bank terhadap nasabahnya ( Hadi dan 
Rahayu, 2014). 
Untuk itu diperlukan sistem pengendalian internal sebagai dasar kegiatan 
operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank. Kebutuhan akan 
sistem pengendalian internal adalah suatu yang wajar, karena dengan adanya praktik 
pengendalian internal yang baik dapat merefleksikan adanya praktik manajerial yang 
baik (Putriandini, 2012). Mengingat bahwa sistem pengendalian internal merupakan 
kepentingan semua pihak yang saling terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, 
masyarakat pengguna jasa bank, BI dan OJK selaku dari pembina dan pengawas 
bank, serta Pemerintah (Ayagre, Appiah, dan Nartey, 2014). 
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membahas dan menganalisa sistem 
pengendalian internal pada proses penyaluran pembiayaan UMKM yang 
dilaksanakan oleh lembaga keuangan perbankan. Salah satu lembaga keuangan 
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perbankan penyalur pembiayaan UMKM adalah BPRS. Sehingga peneliti memilih 
salah satu BPRS yang berada diwilayah Surakarta. 
Jumlah BPRS yang berada diseluruh Karisidenan Surakarta ada 8 kantor, akan 
tetapi hanya ada 4 BPRS yang melaporkan laporan publikasi triwulanannya kepada 
OJK dan BI. Yakni BPRS Dana Mulia, BPRS Dana Amanah, BPRS Central Syariah 
Utama, dan BPRS Harta Insan Karimah Surakarta. Peneliti memilih BPRS Dana 
Mulia Surakarta karena merupakan BPR Syariah yang pertama kali berdiri diwilayah 
Surakarta, serta letaknya yang strategis menjadikan salah satu alasan peneliti 
memilihnya sebagai objek penelitian. 
 
Tabel 1.2 Perkembangan tingkat rasio NPF BPRS Dana Mulia Surakarta pada 
tahun 2015 - 2017 
Indikator Mar-
15 
Juni-
15 
Sep-
15 
Mar-
16 
Juni-
16 
Sep-
16 
Des-
16 
Mar-
17 
Juni-
17 
NPF 
Gross (%) 
34,96 25,25 25,43 17,52 16,58 20,01 19,27 17,01 20,79 
Sumber: OJK.com data diolah Juni 2017 
 
Pada table 1.2 tingkat rasio NPF pada BPRS Dana Mulia Surakarta masih 
banyak mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Dengan demikian, 
perlu diungkap sistem pengendalian internal didalam kegiatan penyaluran 
pembiayaan apakah telah diterapkan secara efektif di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
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BPRS Dana Mulia Surakarta berlokasi di Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta. Dengan visi dan misi nya yaitu mengemban amanah masyarakat 
yang menitipkan dana pada bank dan membantu masyarakat yang membutuhkan dana 
dengan menggunakan prinsip syariah. 
Usaha BPRS Dana Mulia di dalam menyalurkan dana kepada masyarakat 
bentuk produk pembiayaannya berdasarkan: prinsip jual beli (murabahah, istishna’, 
salam, ijarah), prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah), prinsip kebajikan 
(qardh, multijasa). Pilihan atas produk syariah tersebut disesuaikan pada jenis 
pembiayaan yang di butuhkan oleh masyarakat kepada BPRS Dana Mulia Surakarta 
(http://bprs-danamulia.com).  
Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis, 12 Juni 2017 dengan Direktur 
BPRS Dana Mulia Bp. Sri Wagito mengatakan bahwa: Meningkatnya tingkat Non 
Performing Financing bisa saja terjadi, disebabkan oleh adanya kesalahan dalam alur 
pembiayaan. Salah satunya yaitu dengan memasukkan calon nasabah yang kurang 
memenuhi kreteria. 
Misalnya penghasilan calon nasabah yang tidak tetap, Sehingga pengembalian 
pembiayaan dari nasabah ke BPRS Dana Mulia Surakarta mengalami ketidaktepatan 
waktu yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dibutuhkan 
sistem pengendalian internal yang baik untuk mencegah terjadinya kesalahan dan 
kegagalan yang dapat merugikan pihak bank. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari Kamis, 12 Juni 2017 dengan 
Direktur BPRS Dana Mulia Bp. Sri Wagito mengatakan bahwa: Pada bagian Satuan 
Pengawas Internal (SPI) sedang terjadi perangkapan jabatan, oleh karena itu untuk 
saat ini SPI dirangkap oleh bagian kabag Operasional. Dalam hal ini dapat dilihat jika 
beberapa bagian yang seharusnya dilimpahkan terhadap satu orang tetapi dirangkap 
jabatannya dengan maksud untuk keefisienan tenaga kerja. Terjadinya perangkapan 
tugas ini didalam sebuah organisasi akan menimbulkan ketidakefesienan prosedur 
pengendalian internal pada perusahaan tersebut. 
 Oleh karena itu dari hasil wawancara tersebut, BPRS Dana Mulia Surakarta 
masih kurang memiliki sumber daya manusia yang mampu memperhitungkan 
kemungkinan resiko yang dihadapi dan melakukan pengawasan yang efektif setelah 
pemberian pembiayaan terhadap nasabah. Maka untuk mencegah terjadinya 
permasalahan-permasalahan tersebut perlu memperhatikan sistem pengendalian 
internal yang terkait. 
Berdasarkan pada uraian dan kondisi tersebut, peneliti akan melakukan evaluasi 
penerapan system pengendalian internal yang dirumuskan Commite Of Sponsoring 
Organizations (COSO). Untuk semua komponen-komponennya yaitu  lingkungan 
pengedalian, pengukuran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, 
dan pemantauan. 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Darsono (2012) juga 
menyimpulkan bahwa pembiayaan yang mengalami pengembalian macet pada BNI 
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syariah cabang semarang mencapai tiga persen selama periode tahun 2011. Hal ini 
tidak disebabkan kurang efektifnya sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam 
pemberian pembiayaan. Melainkan karena faktor-faktor lain seperti hal yang tidak 
diduga sebelumnya baik pihak manajemen maupun nasabah yaitu faktor lingkungan 
dan keadaan nasabah. 
Hadi dan Rahayu (2014) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal 
pada pemberian kredit untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah sudah 
diterapkan pada PT. Bank Danamon kantor cabang Jepun Surabaya tetapi belum bisa 
dikatakan sudah efektif. 
Wiradana dan Sulindawati (2015) menyatakan bahwa efektifitas struktur 
pengendalian internal atas prosedur kredit dalam upaya menekan terjadinya kredit 
macet pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kabupaten Badung sudah 
berjalan dengan sangat efektif. 
Wardiwiyono (2012) , menyimpulkan bahwa seluruh BMT diYogyakarta telah 
menerapkan sistem pengendalian internal untuk aktifitas pembiayaan mikro syariah 
didalam kegiatan mereka. Penerapan sistem pengendalian internal bisa membantu 
BMT dalam konsep kehati-hatian untuk memberikan produk pembiayaan mikro 
syariah. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang sejenis dengan penelitian (Ayagre, 
Appiah, dan Nartey, 2014). Peneliti mengembangkan penelitian sebelumnya dengan 
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beberapa perbedaan yaitu: objek yang diteliti, jika sebelumnya penelitian mengambil 
studi pada Ghanaian Bank, maka penelitian ini mengambil objek di BPRS Dana 
Mulia Surakarta. Penelitian ini juga mengembangkan penelitian terdahulu dengan 
perbedaan tidak hanya komponen pengukuran resiko dan pemantauan yang diteliti. 
Tetapi pada semua komponen-komponen COSO yaitu lingkungan pengendalian, 
penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 
diidentifikasikan masalah penelitian ini yaitu: Tingginya tingkat non performing 
financing dapat menimbulkan ancaman bagi kegiatan operasional BPRS Dana Mulia 
Surakarta. 
 
1.3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam proses penyaluran 
pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh BPRS Dana Mulia Surakarta? 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Untuk tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui bagaimana penerapan 
sistem pengendalian internal dalam proses penyaluran pembiayaan UMKM yang 
dilakukan oleh BPRS Dana Mulia Surakarta telah diterapkan sesuai teori dan sudah 
efektif. 
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1.5. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai 
pihak yaitu : 
1. Manfaat Akademis 
Menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca, serta 
sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang kajian 
yang sama. 
2. Manfaat Praktis 
Dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan BPRS Dana 
Mulia Surakarta, khususnya agar pengawasan terhadap sistem pengendalian 
internal pada proses penyaluran pembiayaan UMKM dapat lebih efektif dan 
efisien. 
 
1.6. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas pembahasan maka 
penulisan skripsi ini terbagi ke dalam beberapa bab yang berurutan dan saling 
berkaitan, yaitu : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan 
skripsi.  
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang sistem pengendalian internal, pembiayaan bank 
syariah, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, subyek penelitian, teknik 
pengumpulan data, validitas dan reabilitas data dan teknik analisis data. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memaparkan tentang gambaran umum penelitian, hasil penelitian, 
pembahasan. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Sistem Pengendalian Internal 
2.1.1. Pengertian Sistem 
Sistem adalah suatu kegiatan yang telah ditentukan caranya dan biasanya 
dilakukan berulang-ulang (Halim A, 2015: 200). Menurut Mulyadi (2002: 65) 
suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu 
dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 
tertentu. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari bagian-
bagian yang saling terkait untuk mencapai subuah tujuan. 
 
2.1.2. Pengendalian Internal 
Pengendalian internal dapat didefinisikan menjadi dua macam, yaitu 
pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, istilah 
tersebut sama dengan pengertian internal check yang merupakan prosedur-
prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi (Alfinovita 
dan Sukoharsono, 2013). 
Sementara itu pengertian dalam arti yang luas menurut Halim A. (2015: 207) 
dalam Standart Profesional Akuntan Publik SA 319. Par dikemukakan bahwa : 
Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 
manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan 
memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: keandalan 
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pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan yang berlaku. 
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dapat 
digunakan secara efektif untuk melindungi aktiva perusahaan terhadap 
kecurangan dan mencegah terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak 
yang ada didalam atau diluar perusahaan. 
 
2.1.3. Konsep Dasar Pengendalian Internal 
Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan beberapa konsep dasar 
pengendalian internal (Halim A, 2015: 213): 
1. Pengendalian internal adalah suatu proses. Pengendalian internal berupa 
serangkaian tindakan yang mempengaruhi dan menyatu dengan prasarana 
suatu organisasi. 
2. Pengendalian internal berfungsi efektif karena manusia. Pengendalian 
internal bukan semata-mata kebijakan bersifat manual dan melibatkan 
berbagai macam formulir tetapi melibatkan orang-orang yang ada didalam 
organisasi termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel yang lainnya.  
3. Pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang 
mutlak, dan memberikan jaminan yang memadai. Karena kelemahan 
berhubungan dengan yang ada dalam setiap pengendalian internal. Sebagus 
apapun pengendalian internal diciptakan, pasti memiliki kelemahan.  
4. Pengendalian internal diharapkan mencapai tujuan yang meliputi pelaporan 
keuangan, kepatuhan dan operasional. 
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2.1.4. Tujuan Pengendalian Internal 
Tujuan pengendalian interal menurut (Tuanakotta, 2014: 127) adalah 
sebagai berikut : 
1. Memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan 
2. Mengamankan aktiva 
3. Mendorong para karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan 
4. Meningkatkan efisiensi operasional 
Dengan demikian perlunya pengendalian internal dalam sebuah lembaga 
sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin 
kesinambungan dan kepercayaan pihak bank dengan masyarakat. Tujuan pertama 
dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi, sedangkan tujuan 
ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administrasi yang baik. 
Menurut (Siti, K.R., dan Ely, 2010: 222) tujuan sistem pengendalian intenal 
dibagi menjadi dua macam, yaitu pengendalian internal akuntansi dan 
pengendalian internal administrasi. 
1. Pengendalian Akuntansi 
Meliputi rencana organisasi serta prosedur dan catatan yang relevan dengan 
pengamanan aktiva, yang disusun untuk meyakinkan bahwa (Siti, K.R., dan Ely, 
2010) : 
a. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pimpinan 
b. Transaksi dicatat sehingga dapat dibuat ikhtisar keuangan sesuai prinsip 
akuntansi yang berlaku serta menekankan pertanggungjawaban atas 
harta perusahaan 
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c. Penguasaan atas aktiva diberikan hanya dengan persetujuan dan otorisasi 
pimpinan 
d. Jumlah aktiva dalam catatan dicocokan dengan aktiva yang ada pada 
waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya jika terjadi perbedaan. 
2. Pengendalian Administratif 
a. Pengendalian yang ditujukan untuk mendorong efisiensi operasional dan 
menjaga diikutinya kebijakan perusahaan 
b. Dapat berupa rencana organisasi dan prosedur juga catatan yang relevan 
dengan pembuatan keputusan yang mengantarkan pimpinan perusahaan 
untuk menyetujui atau memberi wewenang terhadap transaksi-transaksi 
c. Pelimpahan wewenang merupakan fungsi pimpinan perusahaan yang 
secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai 
tujuan organisasi dan itu merupakan titik tolak untuk menciptakan 
pengendalian akuntansi atas transaksi. 
 
2.1.5. Unsur Pokok Sistem Pengendalian Internal 
Unsur pokok pengendalian internal menurut Mulyadi, (2014, 164) : 
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 
tegas. 
Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab 
fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 
kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian langsung jawab fungsional 
dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip ini: 
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a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 
akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 
melaksanakan suatu kegiatan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang 
memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi 
akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat 
peristiwa keuangan perusahaan. 
b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 
melaksanakan semua tahap transaksi. 
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 
yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam 
organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari penjabat 
yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. 
3. Praktek yang sehat (Sound Practice) 
Cara-cara yang umum dalam menciptakan praktik yang sehat adalah : 
a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 
dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir 
merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, 
maka pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut 
tercetak, akan dapat menetapkan pertanggung jawaban terlaksananya 
transaksi. 
b. Pemeriksaan mendadak (surprised audi). Pemeriksaan mendadak 
dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan 
diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi 
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dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan 
pokonya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 
c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 
satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang 
atau unit organisasi lain. 
d. Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin dapat menjaga 
indenpendensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga 
persekongkolan diantara mereka dapat dihindari. 
e. Keharusan pengambialan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan 
yang menjadi kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang 
menjadi haknya. selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan 
digantikan untuk sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya 
terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan 
dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara 
tersebut. 
f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya 
untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 
keandalan catatan akuntansinya. 
g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas 
unsur-unsur system pengendalian internal yang lain. Unit organisasi ini 
disebut satuan pengawas internal atau staf pemeriksa internal. Adanya 
satuan pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin efektifitas 
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unsur-unsur system pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan 
akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin 
keandalannya. 
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 
Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, system otorisasi dan prosedur 
pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik 
yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang kompeten dan 
jujur. unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang 
minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban 
keuangan yang dapat diandalkan. 
Untuk mencapai tujuan system pengendalian intern dalam kegiatan 
operasionalnya diperlukan karyawan yang jujur dan kompeten dalam bidang yang 
menjadi tanggung jawabnya serta dapat melaksanakan pekerjaanya dengan efektif 
dan efesien. Untuk mendapatkan karyawan seperti yang dijelaskan diatas dapat 
dilakukan dengan cara: 
a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 
pekerjaannya. Program yang baik dalam seleksi calon karyawan akan 
menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompeten sesuai 
jabatan yang akan didudukinya. 
b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 
perusahaan, sesuai tuntutan perkembangan pekerjaannya. 
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2.1.6. Komponen Pengendalian Internal COSO 
Sebuah organisasi nirlaba indenpenden yang mempunyai tujuan untuk 
meningkatkan kulitas pelaporan keuangan melalui etika dan pengendalian internal 
yang efektif disebut dengan Commitee Of Sponsoring Organization of The 
Treadway Commision (COSO), dibentuk pada tahun 1985. Komisi ini disponsori 
oleh 5 organisasi besar Amerika Serikat yaitu (Tuanakotta, 2014: 120): 
1. The Ammerican Accounting Association (AAA), 
2. The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 
3. Financial Executive Institute (FEI), 
4. The Institute OF Internal Auditors (IIA), 
5. The Institute Of Management Accountans (IMA). 
Sebagai kelanjutan dari rekomendasi Tredway Commision (Nasional 
Commision on Fraudulent Financial Reporting), pada tahun 1990 COSO 
(Committe of Sponsoring Organization) mengeluarkan laporan yang berisi 
kerangka integral pengendalian internal. Konsep yang dikemukakan oleh COSO 
ini selanjutnya menjadi pengembangan pemahaman auditor terhadap pengendalian 
internal klien, dan sudah diatur dalam Standart Profesional Akuntan Publik 2001 
SA 319 (Halim A, 2015: 212). 
Komponen pengendalian internal menurut The Commitee of sponsoring 
Organizations (COSO) ada 5 yaitu (Halim, 2015: 213) : 
1. Lingkungan pengendalian 
Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, 
mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 
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pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran 
pengendalian dari orang-orang yang ada didalam organiasasi tersebut. Lingkungan 
pengedalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, 
menyediakan disiplin dan struktur. 
Menurut (Elder et al, 2013: 322) beberapa faktor yang berpengaruh dalam 
lingkungan pengendalian antara lain: 
a. Komitmen kepada integritas dan nilai etika 
Penting bagi manajer untuk menciptakan budaya organisasi yang 
menekankan pada nilai integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis atau 
tidak etis manajer dan karyawan berdampak besar terhadap keseluruhan 
pengendalian internal. 
b. Filosofi dan gaya operasi manajemen 
 Manajer harus mengambil tindakan aktif untuk menjadi contoh 
berperilaku etis dengan bertindak sesuai dengan kode etik personal. Manajer 
juga bertanggung jawab menyusun kode etik perusahaan dan 
memperlakukan karyawan adil dan hormat. 
c. Komitmen terhadap kompetensi 
 Perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten dan dapat 
dipercaya guna mendorong kreatifitas, inisiatif dalam menghadapi kondisi 
yang dinamis. 
d. Partisipasi komite audit dan dewan direksi 
 Dewan direksi bertanggung jawab untuk memilih komite audit yang 
beranggota orang-orang luar dari perusahaan. Peran komite audit adalah 
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memantau akuntansi perusahan serta praktik dan kebijakan pelaporan 
keuangan. 
e. Struktur organisasi 
 Perusahan menggambarkan pembagian otoritas dan tanggung jawab 
perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 
f. Kebijakan dan praktis sumber daya manusia 
 Kegiatan sumber daya manusia meliputi perekrutan karyawan baru, 
orientasi karyawan baru, pelatihan karyawan, motivasi karyawan, evaluasi 
karyawan, promosi karyawan, kompensasi karyawan, perlindungan 
karyawan dan pemberhentian karyawan. 
2. Penaksiran risiko 
Penentuan risiko untuk pelaporan keuangan mencakup identifikasi, analisis, 
dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan yang 
disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
Proses penaksiran resiko entitas mempertimbangkan kejadian eksternal dan 
internal serta situasi yang mampu mempengaruhi kesanggupan manajemen untuk 
melakukan prosedur akuntansi yang konsisten dengan arsesi manajemen dalam 
pada laporan keuangan. Sekali risiko dapat diidentifikasi, manajemen 
mempertimbangkan signifikan atau tidaknya, kemungkinan terjadinya dan 
bagaimana hal itu akan dikelola. 
Menurut (Elder et al, 2013: 325) semua perusahaan, baik besar maupun 
kecil pasti menghadapi resiko internal maupun eksternal dalam usaha mencapai 
tujuan perusahaan. Resiko itu bersumber dari: 
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a. Tindakan tidak sengaja 
b. Tindakan sengaja 
c. Bencana alam atau kerusuhan politik 
d. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan computer. 
3. Aktivitas Pengendalian 
Menurut (Elder et al, 2013: 326) aktivitas pengendalian adalah kebijakan 
dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 
Aktifitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk 
menanggulangi risiko dalam pencapaian entitas. Aktivitas pengendalian memiliki 
berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat organisasi, fungsi, dan 
pemrosesan data, serta diintegrasikan dalam komponen-komponen pengendalian 
lainnya. Aktivitas pengendalian mencakup pemisahan tugas, pengendalian 
pengolahan informasi, pengendalian fisik, review kinerja. 
4. Informasi dan komunikasi 
Menurut (Elder et al, 2013: 331) Organisasi memerlukan informasi relevan 
yang disediakan oleh orang disaat yang tepat. Selain itu informasi harus pula 
andal dalam akurasi dan kelengkapannya. Sistem informasi yang relevan dengan 
tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode, 
catatan yang dibangun untuk mencatat, mengelolah, meringkas, melaporkan dan 
untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang 
bersangkutan. 
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Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak pada kemampuan 
manajemen untuk mengambil keputusan, mengendalikan aktivitas entitas dan 
menyusun laporan keuangan yang andal. 
5. Pemantauan  
Menurut (Elder et al, 2013: 333) pemantauan adalah proses penetapan 
kulitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Berkenaan dengan 
penilaian efektivitas pengendalian internal secara terus menerus atau periodik oleh 
manajemen, untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan 
telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Tujuan dari pemantauan untuk 
menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai atau perlu adanya perbaikan. Pemantauan mencakup penentuan desain, 
operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. 
Menurut Hadi dan Rahayu (2014) kegiatan utama dalam pengawasan kinerja 
meliputi: 
a. Supervisi yang efektif meliputi pelatihan karyawan, memonitor kinerja 
karyawan, mengkoreksi kesalahan yang dilakukan, serta mengamankan 
harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap 
perusahaan. 
b. Akuntansi pertanggung jawaban  
1) Penyusunan anggaran, kouta, penjadwalan, harga pokok standart, 
dan standart kualitas. 
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2) Laporan kinerja yang membandingkan kinerja aktual dengan 
rencana, dan menginformasikan jika ada penyimpangan yang 
signifikan. 
3) Prosedur untuk investivigasi penyimpangan yang signifikan dan 
mengambil tindakan untuk mengkoreksi kondisi yang 
menyebabkan terjadinya penyimpangan. 
c. Pengauditan internal 
1) Review terhadap realibilitas dan integritas informasi operasional 
dan informasi finansial. 
2) Penilaian terhadap efektifitas pengendalian internal 
3) Evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan, prosedur 
manajemen dan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku 
4) Evaluasi terhadap efektivitas dan efesiensi manajemen. 
 
2.1.7. Sistem Pengendalian Internal Perbankan 
Menurut Papalangi (2013) Pengendalian internal merupakan suatu 
mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara 
berkesinambungan (on going basis), guna untuk : 
1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank 
2. Menjamin tersediannya laporan yang lebih akurat 
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku 
4. Mengurangi dampak keuangan atau kerugian, penyimpanan termasuk 
kecurangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. 
5. Meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. 
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Menurut Bank Indonesia (2003), dalam Papalangi (2013) menyebutkan 
bahwa pengendalian internal bank terdiri dari lima elemen utama yang satu sama 
lain saling berkaitan yaitu : 
1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian  
2. Identifikasi dan penilaian risiko 
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi 
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi 
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi. 
 
2.2. Pembiayaan 
2.2.1. Pengertian Pembiayaan 
Dua fungsi utama dari bank syariah adalah menghimpun dana dan 
menyalurkan dana. Penyaluran dananya berupa pemberian pembiayaan kepada 
nasabah yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. 
Pengertian pembiayaan menurut Kasmir, (2012: 34) pembiayaan adalah 
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah dan 
dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan kepada nasabah. 
Sementara itu pengertian menurut Asiyah, (2015: 2) pembiayaan adalah 
Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 
investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah 
pendanaan yang dimana didasari oleh kesepakatan antara bank dengan pihak lain 
untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dalam jangka 
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waktu yang telah disepakati. Penyediaan dana yang dipersamakan dengan itu 
berupa : 
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 
ijarah muntahiyah bit tamlik 
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istsh’na 
4. Transaksi sewa dalam bentuk piutang qarh. 
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijrah untuk transaksi multijasa.  
Pengertian pembiayaan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 
sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan 
dalam pasal 1 nomor (12) : pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 
penyediaan uang yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara 
Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 
bagi hasil (Muhammad, 2005: 17). 
Nomor (13) : prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 
islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan 
usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Muhammad, 
2005: 17). 
 
2.2.2. Tujuan Pembiayaan 
Pembiayaan merupakan aktivitas dari Bank yang menjadi sumber 
pendapatan, sehingga tujuan dari pembiayaan yang dilaksanakan Bank adalah 
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untuk memenuhi kepentingan stakeholder (Asiyah, 2015: 4). Adapun yang 
menjadi stakeholder kegiatan bank adalah : 
1. Pemilik 
 Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan 
memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 
2. Pegawai 
 Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank 
yang akan dikelolanya. 
3. Masyarakat 
a. Pemilik dana 
Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan 
memperoleh bagi hasil. 
b. Debitur yang bersangkutan 
Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna 
menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan 
barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). 
c. Masyarakat umumnya atau konsumen 
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkanya. 
4. Pemerintah 
 Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan 
pembangunan negara disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak 
penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-
perusahaan). 
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5. Bank 
 Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan 
bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan 
meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat 
dilayani. 
 
2.2.3. Prinsip Analisis Pembiayaan 
Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus 
diperhatikan oleh pejabat pembiayaan Bank pada saat melakukan analisis 
pembiayaan. Dalam lembaga perbankan, prinsip analisis pembiayaan dikenal 
dengan unsur 6C, 7P, dan 3R yaitu adalah (Asiyah, 2015: 80) : 
1. Charakter 
Hal ini yang pelu ditekankan pada nasabah dibank syariah adalah bagaimana 
sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian 
karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk 
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. 
2. Capacity 
Kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba 
sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang 
dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib 
mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang 
diperolehnya. 
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3. Capital 
Besarnya modal yang diperlukan peminjam. Makin besar modal sendiri 
dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib 
menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan 
pembiayaan. 
4. Collateral 
Jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjaman kepada bank. 
Penilaian nya dapat tinjau dari dua segi yaitu  
- Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan. 
- Segi Yuridis yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat 
yuridis untuk dipakai sebagai agunan. 
5. Condition of economy 
Keadaan meliputi kebijakan peraturan pemerintah , situasi politik dan 
perekonomian dunia, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian, dan 
keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran. 
6. Constrain 
Hambatan-hambatan yang mungkin menggangu proses usaha. 
Sedangkan prinsip analisis pembiayaan dengan unsur 7P terdiri dari: 
1. Personality 
Kepribadian debitur merupakan segi subjektif namun penting dalam 
penentuan pemberian kredit. 
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2. Purpose 
Menyangkut dengan tujuan penggunaan kredit konsumtif, produktif atau 
spekulatif. 
3. Prospect 
Masa depan dari kegiatan pembiayaan kredit. Unsur-unsur penilaiannya 
meliputi bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah dan lain-
lain. 
4. Payment 
Cara pembayaran yang dilakukan nasabah mengenai kelancaran aliran dana. 
Hal tersebut harus diperhatikan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah 
pembiayaan, mitra bank syariah. 
5. Party 
Mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan-golongan tertentu 
berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah akan 
mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. 
6. Profitability  
Digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 
mencari laba. 
7. Protection 
  Tujuannya adalah bagaimana kredit yang dikucurkan oleh bank melalui 
suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau 
jaminan asuransi. 
Sedangkan prinsip analisis pembiayaan dengan unsur 3R yaitu: 
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a. Return 
 Hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pembiayaan. 
b. Repayment 
 Perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan 
pembiayaan. 
c. Risk bearing ability 
 Perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi resiko tidak 
terduga. Mengingat bank syariah memiliki fungsi intermediasi antara nasabah 
pendanaan dengan nasabah pembiayaan, oleh karenanya keuntungan dari kegiatan 
pembiayaan menjadi perhatian, apakah dana yang diperoleh dari pembiayaan 
mampu menghasilkan setiap usaha yang dilakukan dalam setiap usahanya. 
Sedangkan menurut Mervyn dan Lativa (2001), didalam Asiyah (2015: 86) 
mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dalam pembiayaan islam adalah: 
a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga 
b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat 
c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai 
islam 
d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir dan gharar 
 
2.2.4. Prosedur Pembiayaan 
Prosedur analisis pembiayaan didalam Bank Syariah adalah (Asiyah, 2015: 
88) : 
1. Berkas dan pencatatan 
2. Data pokok dan analisis pendahuluan 
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a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan 
b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan 
c. Jaminan 
d. Laporan keuangan 
e. Data kualitatif dari calon debitur. 
3. Penelitian data 
4. Penelitian atas realisasi usaha 
5. Penelitian atas rencana usaha 
6. Penelitian dan penilaian barang jaminan 
7. Laporan keuangan dan penelitiannya. 
 
2.2.5. Permasalahan Dalam Pembiayaan 
Menurut (Haris, 2013: 57) permasalahan internal dari pihak bank syariah 
sebagai pemberi pembiayaan secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Petugas pembiayaan, baik marketing maupun analis kurang memahami 
seluk beluk sector usaha pada pembiayaan yang diberikan. 
2. Pembidangan pembiayaan belum dilakukan melalui spesialisasi segmen 
usaha, sehingga analis belum memiliki pendalaman terhadap satu atau 
beberapa sector usaha yang dianalisanya. 
3. Pemutus pembiayaan kurang mendapat informasi mengenai usaha dan sector 
ekonomi yang dibiayai. 
4. Akad pembiayaan memiliki kelemahan, sehingga posisi bank syariah 
menjadi lemah. 
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5. Ketidak disiplinan dalam melakukan monitoring baik untuk pemenuhan 
persyaratan akad pembiayaan maupun perkembangan usaha nasabah, kurang 
cepat tanggap dalam menyikapi permasalahan yang dialami oleh nasabah 
atas usaha yang dibiayai. 
Permasalahan internal dari pihak nasabah pembiayaan dapat diidentifikasi sebagai 
berikut (Haris, 2013: 58) : 
1. Kurang terbukanya atau kurang lengkapnya informasi yang diberikan 
nasabah pada saat proses pembiayaan. 
2. Pembiayaan yang diberikan digunakan tidak sesuai dengan peruntukkan 
yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan. 
3. Terjadi mismanagement pada usaha yang dijalankan nasabah. 
4. Manajemen tidak memiliki kemampuan prima dalam mengeloala 
perusahaan. 
5. Nasabah tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban. 
6. Penerapan good corporate government pada dabitur lemah. 
Permasalahan eksternal diluar pihak bank syariah ataupun nasabah yang 
dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah, dapat diidentifikasi sebagai berikut 
(Haris, 2013: 59) : 
1. Kondisi makro perekonomian kurang kondusif yang dapat mempengaruhi 
dunia secara menyeluruh. 
2. Regulasi domestic dan internasional yang dapat mempengaruhi usaha-usaha 
tertentu yang telah berjalan. 
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3. Fluktuasi suku bunga bank konvensional masih menjadi pertimbangan dan 
alasan masyarakat dalam transaksi pembiayaan bank syariah. 
4. Kondisi persaingan usaha yang semakin ketat menuntut modifikasi dan 
diversifikasi usaha secara terus menerus. 
5. Munculnya produk substitusi terhadap sebuah produk pembiayaan yang 
dikenal selama ini. 
6. Kelangkaan bahan baku yang dapat memperlambat atau menghentikan 
produksi. 
7. Terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi 
baik parsial maupun secara menyeluruh. 
 
2.2.6. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah 
Menurut Hadi dan Rahayu (2014) penyebab resiko pembiayaan bermasalah 
yaitu: 
1. Error Omission 
Timbulnya pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan oleh adanya unsur 
kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 
2. Error Commusion 
Timbulnya pembiayaan bermasalah karena memanfaatkan lemahnya 
peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak 
jelas. Pembiayaan-pembiayaan yang disalurkannya jika banyak yang bermasalah 
akan menimbulkan kerugian yang besar. 
Dengan pendekatan tern of reference, biasanya akan diketahui apakah 
pembiayaan bermasalah itu karena error omission atau error commission. Jadi 
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kesalahannya bisa saja bukan pada dasar keputusannya, tetapi karena masalah 
monitoring dan pembinaan terhadap nasabahnya. 
 
2.3. Landasan Syariah 
Pengendalian dalam islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, 
mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Menurut Rivai dan 
Veithzal, (2008: 3) Pengendalian yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber 
dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman allah SWT 
dalam surat Al- Mujaadilah: 7 : 
 َۡمل
َ
أۡۡ َّن
َ
أۡ ََرتَۡ َّللّٱۡۡ يفِۡ اَمۡ َُمل  عَيۡيتََٰوََٰم َّسلٱۡۡ يفِۡ اَمَو ۡ يضرۡ
َ  
لۡٱۡۡ َٰىَو 
َّ
نَّۡنيمۡ ُنوَُكيۡ اَم
ۡ ََثَ  ك
َ
أۡٓ
َ
لََّوَۡكي لَٰ َذۡنيمۡ ََٰنَ  د
َ
أۡٓ
َ
لََّوۡ  مُهُسيداَسَۡوُهۡ
َّ
لَّيإٍۡةَس َخَۡ
َ
لََّوۡ  مُهُعي باَرَۡوُهۡ
َّ
لَّيإٍۡةَثَٰ ََلث
َۡكۡاَمَۡن  ي
َ
أۡ  مُهَعَمَۡوُهۡ
َّ
لَّيإ ۡ
 
اُونَۡۡم َويۡ
 
اُوليمَعۡاَمي بۡمُهُئي  ب
َُنيۡ َّمُثۡ يةَمََٰييق
 
لٱۡۡ َّنيإَۡ َّللّٱۡۡ ي
 لُكي ب
ٌۡمييلَعٍۡء  َشَ٧ۡۡ 
Artinya: 
Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada 
di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan 
Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah 
keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau 
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lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. 
Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang 
telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 
Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang muslim harus memberikan 
teladan yang baik dalam melakukan pengendalian (manajemen) di suatu 
pekerjaan. Dan ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta 
pertanggung jawabannya tentang apa yang dipimpinnya (Rivai dan Veithzal, 
2008: 3). 
 
2.4. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa 
peneliti untuk mengetahui analisis penerapan sistem pengendalian internal pada 
proses penyaluran pembiayaan UMKM seperti yang dilakukan: 
Penelitian yang berjudul “Internal control system for islamic micro 
financing an exploratory study of baitul maal wat tamwil in the city of yogyakarta 
indonesia”. Wardiwiyanto menyimpulkan bahwa Sistem pengendalian internal 
sudah diterapkan dalam aktivitas pembiayaan mikro syariah. Namun masih ada 
kelemahan terkait dengan pelaksanaan manajemen kepatuhan syariah dan 
konsultasi kepada dewan pengawas syariah masih rendah. 
Penelitian yang berjudul “Penerapan SPI dalam menunjang efektivitas 
pemberian kredit UKM pada PT. BRI (persero) TBK manado”. Papalangi 
mengatakan bahwa Sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses 
pemberian kredit telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan telah 
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sesuai dengan teori-teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya pemberi 
kredit yang efektif. 
Penelitian yang berjudul “Nilai-nilai konvensional dalam implementasi 
sistem pengendalian internal pada pembiayaan musyarakah di BRI Syariah cabang 
malang”. Putriandini menyimpulkan bahwa Dua elemen sitem pengendalian 
internal yaitu pada penaksiran resiko dan pengawasan masih terdapat kelemahan 
pada pembiayaan musyarakah berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasil 
wawancara dengan informan masih sering ditemukan kasus penunggakan yang 
dilakukan oleh nasabah pembiayaan. 
Penelitian yang berjudul “Analisis penerapan struktur pengendalian internal 
terhadap prosedur pemberian pembiayaan untuk meningkatkan pecegahan 
pengembalian macet yang diberikan oleh bank syariah cabang semarang”. Dewi 
dan Darsono menyimpulkan bahwa Pembiayaan yang mengalami pengembalian 
macet mecapai tiga persen selama periode tahun 2011. Tidak disebabkan kurang 
efektifnya sistem pengendalian intern yang diterapakan dalam pemberian 
pembiayaan, melainkan karena faktor lingkungan dan keadaan nasabah. 
Penelitian yang berjudul “Analisis efektifitas struktur pengendalian intern 
atas prosedur kredit pada bank pengkreditan rakyat di kabupaten badung”. 
Setiawan dan Wisadha mengatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian efektifitas 
struktur pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit dalam upaya 
menekankan terjadinya kredit macet pada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di 
kabupaten badung sudah berjalan dengan sangat efektif. 
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Penelitian yang berjudul “Sistem pengendalian internal pemberian kredit 
pada bank danamon cabang kembang jepun surabaya”. Hadi dan Rahayu juga 
menyatakan bahwa system pengendalian internal pada pemberian kredit untuk 
mencegah adanya pembiayaan bermasalah sudah diterapkan pada PT. Bank 
Danamon kantor cabang jepun Surabaya tetapi belum bisa dikatakan sudah 
efektif. 
 
2.5. Kerangka Berfikir 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan skema kerangka 
pemikiran sebagai berikut : 
 
Gambar 2.1 
Kerangka berfikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan mengambil suatu obyek 
penelitian yaitu di Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta. 
Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, berupa kata-kata lisan 
atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang diamati. Data kualitatif itu berwujud 
uraian terperinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan 
sebagai suatu cerita responden, tanpa mencoba mencocokan suatu gejala dengan 
kategori baru yang telah ditretapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan 
(Sutopo, 2010: 4). 
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 
secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan makna dari pada generilasasi (Sugiyono, 2014: 347). 
 
3.2. Subyek dan Informan Penelitian 
Adapun yang menjadi subyek dan informan dalam penelitian ini adalah 
Direktur, Satuan Pengawas Internal, Account Officer, Nasabah Pembiayaan UMKM 
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yang berada di BPRS Dana Mulia Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, Laweyan, 
Surakarta. 
 
3.3. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer dalam penelitian ini terdiri dari setiap informasi yang terkait 
dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal, diperoleh melalui wawancara 
kepada Direktur, Satuan Pengawas Internal, Account Officer, Nasabah Pembiayaan 
UMKM. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang komponen-
komponen pengendalian internal menurut COSO, dan prosedur pembiayaan. 
2. Data Sekunder 
Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan 
melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Data-data tersebut antara lain: 
1) Data mengenai sejarah dan profil BPRS 
2) Data laporan keuangan triwulan tahun 2015-2017 
3) Struktur organisasi 
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 
3.4.1. Studi Lapangan 
Merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengunjungi 
perusahaan dengan tujuan memperoleh data dan informasi secara langsung dari 
perusahaan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari (Sangadji, 2010: 171): 
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1. Observasi 
Sebuah teknik mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung 
terhadap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh BPRS Dana Mulia surakarta 
dalam kegiatan yang berkaitan dengan bagian proses penyaluran pembiayaan dan 
administrasi. 
2. Wawancara 
Salah satu cara pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari informasi pada 
suatu masalah yang sedang kita teliti. Yaitu dengan mengadakan pembicaraan 
langsung dengan pejabat atau karyawan yang bertugas dalam sistem pengendalian 
internal dibagian permohonan pembiayaan dan administrasi serta dari praktisi 
perbankan yang paham dengan konsep pembiayaan  UMKM. 
3. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data dengan mencari fakta kepada objek penelitian baik 
berupa foto, data mengenai sejarah dan profil BPRS, laporan keuangan triwulan tahun 
2015-2017, dan referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian. 
 
3.5. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Didalam melakukan observasi, penulis 
mengamati langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BPRS Dana Mulia 
Surakarta, sedangkan wawancara berupa pertanyaan-petanyaan yang penulis ajukan 
(Draff wawancara terlampir). 
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3.6. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan data, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 
mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 
dirisendiri dan orang lain (Sugiyono, 2009: 244). 
Menurut Miles dan Huberman (1992), dalam Sugiyono, (2014: 230) Terdapat 
tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Proses ini terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum 
data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, 
permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. 
Gambar 3.1 
Skema Teknik Analisis Data Kualitatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber: Miles dan Huberman, 1992 dalam Sugiyono, 2014. 
Pengump
ulan Data 
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Berikut ini beberapa tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini: 
3.6.1. Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan, peneliti melakukan 
pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada Direktur, Satuan 
Pengawas Internal, Account Officer, Nasabah Pembiayaan UMKM. Data yang 
diperoleh antara lain gambaran umum BPRS dan job description, laporan keuangan  
triwulan tahun 2015-2017, dan catatan-catatan yang digunakan berkaitan dengan 
proses penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. 
 
3.6.2. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa 
sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Menurut Sugiyono (2009: 247), mereduksi 
data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 
yang penting, dicari tema dan polanya. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 
lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Tahap ini penulis menggolongkan dan 
memfokuskan data yang telah diperoleh kedalam sistem informasi akuntansi 
pembiayaan UMKM dan unsur-unsur pengendalian internal yang dirumuskan oleh 
COSO. 
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3.6.3. Penyajian Data 
Penyajian data adalah kegiatan sekumpulan informasi yang disusun, sehingga 
memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 
kualitatif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data 
diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, 
sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. 
Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi 
informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 
 
3.6.4. Penarikan Kesimpulan 
Berdasarkan temuan yang diperoleh dilapangan dan setelah data tersebut 
dianalisis, maka tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan 
diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. 
Kesimpulan yang dibuat dari hasil penelitian ini mengenai bagaimana pengendalian 
internal dalam proses penyaluran pembiayaan UMKM di BPRS Dana Mulia 
Surakarta dan tingkat kefektifan pelaksanaan pengendalian internal pembiayaan 
UMKM dibank tersebut. 
 
3.7. Uji Validitas dan Realibilitas 
Menurut Meleong (2012: 330) mengungkapkan bahwa, triangulasi data adalah 
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar 
data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data tersebut. 
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Uji Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu 
Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa 
kembali suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda. Hal 
tersebut dapat diwujudkan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan 
dengan data hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 
dokumen yang berkaitan (Sugiyono, 2014: 430). 
Uji Realibilitas data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan 
dengan melakukan atau menetapkan prosedur fieldnote atau catatan lapangan dengan 
prosedur yang ditetapkan. Penulis mencatat reabilitas data ini pada lampiran catatan 
lapangan setelah melakukan wawancara terhadap informan yang bersangkutan. 
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 BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum 
4.1.1. Sejarah BPRS Dana Mulia Surakarta 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta diresmikan 
pada tanggal 26 Maret 2008 oleh pimpinan kantor Bank Indonesia Surakarta dan 
mulai beroperasi tanggal 1 April 2008. Sebagai BPRS yang pertama di eks 
Karisidenan Surakarta bank yang mendapatkan persetujuan ijin prinsip dengan 
surat dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 9/826/BPBS 
tertanggal 31 mei 2007. 
Selanjutnya bank beroperasi berdasarkan keputusan gubernur Bank 
Indonesia Nomor 10/12/KEP.GBI/2008 tentang pemberian ijin usaha. PT. BPRS 
Dana Mulia yang berkedudukan di jl. KH. Agus Salim No.10 kelurahan sondakan, 
kecamatan laweyan, kota Surakarta.  
 
4.1.2. Motto, Visi, dan Misi BPRS Dana Mulia Surakarta 
1. Motto BPRS Dana Mulia Surakarta 
Motto BPRS Dana Mulia Surakarta adalah ikhlas, shidiq,tabligh, amanah, 
fathonah, tawakal ilallah dan menjadi rahmatan lil alamin. Pendirian PT. BPRS 
Dana Mulia bertujuan untuk memberikan layanan perbankan syariah bagi 
masyarakat khususnya dari golongan pengusaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM) di eks karisidenan Surakarta. 
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2. Visi BPRS Dana Mulia Surakarta 
PT. BPRS Dana Mulia mempunyai visi untuk membangun perbankan yang 
amanah berdasarkan prinsip syariah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu 
Wata’ala. 
3. Misi BPRS Dana Mulia Surakarta 
Kami akan mengemban amanah masyarakat yang menitipkan dana pada PT. 
BPRS Dana Mulia dan membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan 
menggunakan prinsip syariah. 
Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil dokumentasi dari web BPRS Dana 
Mulia Surakarta serta wawancara dengan bapak Sri Wagito (Direktur) pada hari 
Rabu, 14 Juni 2017 mengatakan bahwa: BPRS Dana Mulia Surakarta ini adalah 
BPRS yang pertama kali berdiri dikarisidenan Surakarta. 
Sedangkan jumlah seluruh BPRS di wilayah karisidenan surakarta itu ada 8 
BPRS yaitu 3 BPRS ada dikota Surakarta, 2 dikota Sukoharjo, 1 BPRS dikota 
Sragen dan 2 lagi ada diwilayah Klaten. untuk gambaran umum, produk yang 
ditawarkan BPRS Dana Mulia Surakarta nanti, bisa lihat sendiri dari web kami 
www.bprsdanamulia.com. Disitu sudah kami publikasikan secara lengkap untuk 
kebutuhan atau keperluan pihak-pihak yang memerlukan informasi ini. 
 
4.2. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi PT. BPRS Dana Mulia Surakarta merupakan struktur 
organisasi garis. Hal ini data dilihat dari adanya garis komando dari pimpinan 
kepada bawahannya. Adapun struktur organisasinya dapat dilihat pada gambar 
berikut: 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi 
PT. BPRS Dana Mulia 
Tahun 2017 
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Dari hasil dokumentasi struktur organisasi yang ada diBPRS Dana Mulia, 
peneliti menemukan adanya kegiatan perangkapan kinerja salah satunya yang 
terjadi pada bagian Satuan Pengawas Internal. Hasil wawancara yang peneliti 
lakukan dengan bapak Sri Wagito (Direktur) pada hari Rabu 14 Juni 2017, 
mengatakan bahwa untuk sekarang ini dibagian Satuan Pengawas Internal masih 
dirangkap kinerjanya oleh Kabag Operasional. Untuk itu job description yang 
akan diwawancarai dari struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:  
1. Direksi 
a. Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi. 
b. Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan. 
c. Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam 
hubungan dengan pihak intern perusahaan. 
2. Satuan Pengawas Internal 
a. Melakukan pemeriksaan yang bersifat umum. 
b. Mengarahkan dan mengawasi kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan 
peraturan Bank Indonesia. 
c. Melakukan pengamanan dana masyarakat dan harta kekayaan BPRS 
d. Menilai tingkat kesehatan bank. 
3. Kabag Operasional yang merangkap sebagai SPI 
a. Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang dibawahnya. 
b. Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan. 
c. Bertanggung jawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan 
kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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4. Bagian Pembiayaan 
a. Memasarkan produk dengan melakukan sosialisasi dan presentasi pada 
calon nasabah. 
b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi. 
c. Bertanggung jawab kepada Direksi. 
Hal ini dipertegas dengan pernyataan yang diberikan oleh salah satu Direksi 
yakni Bapak Sri Wagito pada hari Rabu, 14 Juni 2017 mengatakan bahwa: Pada 
dasarnya struktur yang kita terapkan sudah merupakan ketentuan dari pemegang 
saham BPRS Dana Mulia, jadi semuanya telah sesuai dengan apa yang terdapat 
dalam job description. 
Untuk wewenang tertinggi pada BPRS Dana Mulia Surakarta ini dipegang 
oleh komisaris yang bertugas untuk mengawasi kinerja perusahaan. Baru setelah 
itu dibawahnya terdapat dewan direksi yang mengawasi kinerja operasional bank 
secara kesuluruhan. Untuk pelimpahan tanggung jawab, disini sama dengan 
perusahaan pada umumnya yaitu dari bawah ke atas. Maksudnya pertanggung 
jawaban kerja bergerak dari bawahan menuju atasan. 
Dalam hal ini juga bapak Rohman Soedi (Kabag Operasional merangkap 
sebagai SPI) memberikan pernyataan bahwa: Sebenarnya perangkap jabatan ini 
tidak diperbolehkan oleh OJK tetapi karena disini masih ada permasalahan modal 
keuangan, untuk sementara SPI saya yang merangkap soalnya dulu saya mantan 
anggota SPI juga disini. 
Menurut (Elder, et al 2013: 254) struktur organisasi merupakan kerangka 
pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk 
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untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Fungsi tersebut 
dipisahkan sesuai dengan tanggung jawab agar kegiatan yang dilakukan dapat 
lebih terstruktur dan terarah. Analisis struktur organisasi dan pembagian tugas 
pada BPRS Dana Mulia Surakarta berdasarkan proses dokumentasi dan 
wawancara peneliti dengan informan yakni belum baik. 
Dalam hal ini dapat dilihat jika bagian yang seharusnya dilimpahkan 
terhadap satu orang akan tetapi dirangkap dengan maksud keefisienan tenaga 
kerja. Mungkin memang permasalahan mengenai permodalan untuk penambahan 
jumlah tenaga kerja dapat menjadi alasan yang mudah dipahami. Akan tetapi 
dengan terjadinya beberapa perangkapan dalam sebuah organisasi akan 
menimbulkan resiko penyalahgunaan jabatan yang akan ditanggung oleh 
perusahaan itu sendiri.   
 
4.3. Prosedur Permohonan Pembiayaan 
Prosedur permohonan pembiayaan pada BPRS Dana Mulia Surakarta telah 
tercantum dalam buku Standart Operating Prosedure (SOP) pembiayaan. 
Prosedur tersebut dibenarkan oleh salah satu Account Officer yakni bapak Agus 
dalam wawancaranya pada hari Kamis, 15 Juni 2017 oleh peneliti mengatakan 
bahwa: Semua sudah tertulis pada Standart Operasional Prosedur (SOP) 
permohonan pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Dana Mulia Surakarta . Dalam 
pelaksanaan yang kita lakukan sama dengan pedoman tertulis itu. 
Jadi lebih baik nanti saya tunjukan saja SOPnya agar lebih jelas. Takutnya 
kalau saya yang jelaskan panjang lebar nanti malah bingung. Pada intinya sih 
 
51 
 
 
 
prosedurnya sama kayak kalau, misalnya kita ingin melakukan pendaftaran kan 
pasti menghubungi Customer Service terlebih dahulu baru nanti kita diarahkan 
untuk persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Ya seperti itu juga prosedur 
pada BPRS Dana Mulia Surakarta. Nanti bisa dilihat langsung pada SOP 
mekanismenya. 
Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Widodo (Account Officer) 
pada Jumat, 16 Juni 2017 yang menyatakan bahwa: Prosedurnya nasabah 
mengajukan permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan yang tetera 
dalam brosur pengajuan pembiayaan dulu ke Customer Service. Kemudian nanti 
nasabah akan diwawancara oleh Account Officer yang ditunjuk direktur untuk 
menganalisa data legalitas jaminan, biodata nasabah, mengamati kegiatan usaha 
nasabah kalau yang sudah berwirausaha. Baru nanti Account Officer mengajukan 
ke Komite Pembiayaan untuk dirapat layak atau tidak diberikan dananya. 
Adapun dari hasil dokomentasi peneliti pada Standart Operasional Prosedur 
(SOP) BPRS Dana Mulia Surakarta. Pada table 4.1 dapat dilihat flowchart 
prosedur administif data debitur dan table 4.2., sampai dengan table 4.3. dapat 
dilihat juga flowchart prosedur analisis pembiayaan pada gambar berikut: 
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Tabel 4.1 
Flow Chart Prosedur Administratif Data Debitur 
Debitur Custemer Service Account Officer 
   
Sumber: Dokumentasi SOP BPRS Dana Mulia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai  
Catat dan 
arsip data 
debit yg 
diperluka
n 
1 
Copy 
Persyaratan 
Copy syarat2 
dan formulir 
1 
2 
 
53 
 
 
 
Tabel 4.2 
Flow Chart Prosedur Analisis Pembiayaan 
Account Officer  Kepala Bagian/Atasan 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dokumentasi SOP BPRS Dana Mulia Surakarta 
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  Tabel 4.3. 
Flow Chart Prosedur Analisis Pembiayaan 
Debitur Account Officer Kepala Bagian/Atasan 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dokumentasi SOP BPRS Dana Mulia Surakarta 
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tahapan dari alur permohonan pembiayaan, yang peneliti peroleh dari hasil 
observasi pengajuan pembiayaan yang dilakukan bapak Suyatno (nasabah 
pembiayaan UMKM). 
1. Tahap pengajuan permohonan pembiayaan 
Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan datang ke BPRS Dana Mulia 
Surakarta untuk mengajukan permohonan pembiayaan tersebut dan mendapatkan 
informasi dari bagian Customer Service. Calon anggota pembiayaan mengisi form 
pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh Customer Service dan 
menyerahkannya kembali dengan dilampiri persyaratan yang ditentukan oleh 
pihak BPRS Dana Mulia Surakarta. 
Dalam pemberian informasi bagian Customer Service wajib memberikan 
penjelasan kepada nasabah mengenai : 
a. Akad-akad pembiayaan yang dilayani oleh BPRS Dana Mulia Surakarta. 
b. Syarat-syarat pemohon : 
1) Menjadi anggota BPRS Dana Mulia Surakarta 
2) Foto copy KTP Suami/Istri 
3) Foto copy Kartu Keluarga/KK 
4) Foto copy Surat Nikah 
5) Foto Copy BPKB/Sertikat 
2. Tahap Verfikasi Permohonan Pembiayaan 
Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi dan dicek kembali 
kelengkapannya, selanjutnya berkas tersebut langsung dibawa kebagian Account 
Officer untuk dilakukan survai kekediaman dan tempat usaha nasabah. kemudian 
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Account Officer membuat laporan kesimpulan dan hasil kunjungan dari survei 
langsung kelapangan mengenai data calon nasabah. 
3. Tahap Analisis Permohonan Pembiayaan 
Setelah pengecekan berkas dan dilakukannya survei data calon nasabah, 
selanjutnya dilakukan analisis pembiayaan, yaitu dengan melakukan rapat antara 
Direksi, Kabag. Pemasaran dan Kabag. Operasional untuk memutuskan 
pembiayaan tersebut diterima atau tidak. Apabila pembiayaan layak diberikan 
kepada nasabah, Account Officer segera membuatkan surat persetujuan 
pembiayaan kepada nasabah. Dan apabila pembiayaan tidak layak diberikan 
kepada nasabah, Account Officer juga tetap memberikan tanggapan dengan 
membuat surat penolakan pembiayaan. 
Pengendalian administratif merupakan prosedur-prosedur, serta catatan-
catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang membawa 
kepada tindakan pimpinan perusahaan untuk menyetujui atau memberi wewenang 
terhadap transaksi-transaksi. Pengendalian administratif bertujuan untuk 
mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutunya kebjakan perusahaan 
(Halim, 2015: 210). 
Analisis Prosedur permohonan pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS 
Dana Mulia Surakarta belum begitu baik dan masih belum memenuhi komponen-
komponen  dalam pengendalian internal. Karena didalam hasil dokumentasi SOP 
pembiayaan, perlu adanya penambahan rangkapan untuk surat persyaratan 
pembiayaan sebanyak 3 rangkap yang awalnya hanya 1 rangkap. Hal ini 
digunakan sebagai arsip untuk Nasabah dan arsip oleh bagian Customer Service. 
 
57 
 
 
 
Pada berkas untuk usulan kelayakan pembiayaan alangkah baiknya 
dijelaskan macam-macam dokumennya, sehingga menghasilkan informasi yang 
jelas dan lengkap. Serta masih terdapat adanya simbol-simbol didalam flowchart 
alur pembiayaan yang tidak sesuai dengan fungsinya, misalnya pada simbol yang 
digunakan untuk pengolahan data, justru yang digunakannya adalah simbol 
dokumen. 
 
4.4. Prosedur Realisasi Pembiayaan 
Prosedur realisasi pembiayaan yang terdapat pada BPRS Dana Mulia 
Surakarta sudah tercatat dalam SOP Pembiayaan. Prosedur tersebut juga 
dibenarkan oleh Account Officer yakni bapak Agus pada hari Kamis, 15 Juni 2017 
yang mengatakan bahwa: Prosedur tentang realisasi pembiayaan juga sudah 
tertera dalam SOP pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Dana Mulia Surakarta. 
Kalau dalam realisasi pembiayaan prosesnya lebih sederhana daripada 
pemahaman permohonan pembiayaan. Hanya melibatkan Account Officer yang 
bertugas untuk pembuatan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) atau Surat 
Keputusan Penolakan Pembiayaan (SKPP), Kabag Pemasaran untuk proses 
otorisasi, dan yang terakhir Teller untuk proses pencairan dana. 
Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Widodo (Account Officer) 
pada Jumat, 16 Juni 2017 yang menyatakan bahwa: setelah nasabah dinyatakan 
layak untuk diberikan pembiayaan maka proses selanjutnya adalah proses realisasi 
pembiayaan. Proses realisasi pembiayaan itu sendiri ditangani oleh beberapa 
bagian yaitu Account Officer, Teller dan Kepala Bagian atau Atasan.  
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Percakapan yang terjadi tersebut merupakan penggalan percakapan yang 
dilakukan oleh peneliti dengan karyawan BPRS Dana Mulia Surakarta dalam 
rangka menanyakan tentang prosedur realisasi pembiayaan. Prosedur tersebut 
dibenarkan oleh hasil dokumentasi peneliti dengan SOP Pembiayaan yang berada 
diBPRS Dana Mulia Surakarta. 
Tabel 4.4. 
Flow Chart Prosedur Administrasi Realisasi Pembiayaan 
Account Officer Data entry of system Kepala Bagian/Atasan 
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Tabel 4.5. 
Flow Chart Prosedur Realisasi Pembiayaan Secara Tunai 
Debitur Teller Kepala Bagian/Atasan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dokumentasi SOP BPRS Dana Mulia Surakarta 
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realisasi pembiayaan yang peneliti peroleh dari hasil observasi pengajuan 
pembiayaan yang dilakukan bapak Suyatno (Nasabah Pembiayaan UMKM). 
1. Tahap Keputusan Persetujuan Pembiayaan 
Setelah dilakukan rapat antara Direksi, Kabag Pemasaran dan Kabag 
Operasional untuk memutuskan Nasabah diterima atau tidak. Selanjutnya hasil 
diserahkan kepada Account Officer untuk menghubungi calon Nasabah 
menyampaikan mengenai hasil keputusan pembiayaanya, Kemudian Account 
Officer meregristasi data Nasabah dan informasi agunan untuk di mintakan tanda 
tangan ke Kabag Pemasaran, Kabag Operasional dan Direksi. Setelah itu Account 
Officer akan melakukan proses pengikatan agunan. 
2. Tahap Realisasi Pembiayaan 
Pada tahap realisasi ini, salah satu dari Kepala Bagian atau Atasan 
memberitahukan kepada Nasabah mengenai Ketentuan penantanganan akad 
pembiayaan. Setelah Nasabah melengakapi syarat dokumen pendukung dan tanda 
tangan akad, kemudian Teller mencatat transaksi pencairan dan mengecekan 
kembali bekas-berkasnya. Selanjutnya Teller akan melakukan pembuatan buku 
angsuran dan slip pencairan dana untuk diberikan kepada nasabah pembiayaan. 
 Menurut (Halim, 2015: 211) Rencana organisasi serta prosedur-prosedur 
dan juga catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan 
perusahaan untuk dipercayainya catatan-catatan, sehingga dalam pengendalian 
internal dilakukan penyusunan sedemikian rupa adalah pengendalian akuntansi. 
Transaksi-transaksi dicatat sedemikian rupa dan dilaksanakan sesuai dengan 
persetujuan wewenang pimpinan, baik yang bersifat umum maupun khusus. 
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Prosedur realisasi pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Dana Mulia 
Surakarta sudah begitu baik. Peneliti hanya memberikan rekomendasi mengenai 
bagian yang bertugas untuk pembuatan buku angsuran dan slip pencairan yang 
pada prosedur sebenarnya dipegang oleh bagian Teller, Akan lebih baik kegiatan 
tersebut dikerjakan oleh Administrasi Pembiayaan. Jadi Teller hanya fokus untuk 
pencairan dana yang berkas-berkasnya sudah dicocokkan oleh Administrasi 
Pembiayaan dan mendapatkan otorisasi dari pihak Kepala Bagian atau Atasan. 
Selain itu peneliti juga merekomendasikan pada hasil dokumentasi SOP 
Pembiayaan untuk membuatkan keterangan pada berkas-berkas yang berupa 
singkatan, didalam flowchart prosedur realisasi pembiayaan BPRS Dana Mulia 
Surakarta agar informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Serta pada 
slip pencairan dana dibuatkan sebanyak 3 rangkap yakni untuk bagian 
Administrasi Pembiayaan, Teller, dan juga Nasabah. 
 
4.5. Hasil Penelitian 
4.5.1. Komponen – Komponen Pengendalian Internal Menurut COSO, 
Mengenai Proses Penyaluran Pembiayaan UMKM. 
 Dalam praktiknya prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat 
dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan 
hukum , kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif 
atau produktif. Lima komponen pengendalian internal menurut COSO yang 
terkait dalam pengendalian internal pada proses penyaluran pembiayaan, 
berdasarkan data yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Lingkungan Pengendalian 
 Pengendalian internal penyaluran pembiayaan pada BPRS Dana Mulia 
Surakarta dapat dijelaskan berdasarkan faktor-faktor yang menyusun lingkungan 
pengendalian berikut ini: 
a. Integritas dan Nilai Etika 
 Menurut bapak Sri Wagito Direktur BPRS Dana Mulia Surakarta 
mengatakan bahwa Direksi telah berusaha untuk menghilangkan manipulasi yang 
dilakukan terhadap ukuran kinerja karyawan. Misalnya dorongan dan godaan 
kepada karyawan untuk bersikap tidak jujur dalam menjalankan tugasnya untuk 
mengejar target perusahaan. 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Rohman Suedi (Kabag 
Operasional yang merangkap SPI) pada Jumat, 12 Juni 2017 yang menyatakan 
bahwa: selaku Kabag Operasional yang merangkap sebagai SPI, saya selalu 
melakukan pengarahan, pengawasan dan membimbing pegawai untuk bekerja 
dengan giat dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan. 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Widodo (Account Officer) 
pada Jumat, 16 Juni 2017 yang menyatakan bahwa: Dalam bekerja saya selalu 
memiliki motivasi yang tinggi, dan bersikap jujur dalam melaksanakan tugas 
tanpa adanya pengaruh-pengaruh dari pihak yang tidak berkepentingan. Sehingga 
jika integritas dan nilai etika dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen 
maka fondasi good governance didalam perusahaan akan semakin kokoh. 
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b. Komitmen terhadap kompetensi.  
 Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sri Wagito (Direktur) BPRS Dana 
Mulia Surakarta mengatakan bahwa: untuk komitmen terhadap kompetensi ini 
misalnya didalam melakukan perekrutan karyawan kami selalu mengadakan 
proses penyeleksian yaitu dengan tes psikolog maupun, test wawancara dll. 
Kemudian untuk jenjang pendidikannya pun harus lulusan S1sesuai dengan 
bidang yang dibutuhkan BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 Hal ini juga diperkuat dari hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti pada 
iklan lowongan kerja BPRS Dana Mulia Surakarta yang menjelaskan bahwa untuk 
batas minimal pendidikan calon pelamar kerja BPRS Dana Mulia Surakarta 
adalah Sarjana yang sesuai dengan bidangnya. 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Widodo (Account Officer) 
pada Jumat, 16 Juni 2017 yang menyatakan bahwa: terhadap kompetensi yang ada 
agar pengendalian internal berjalan dengan baik BPRS Dana mulia surakarta telah 
mengadakan pelatihan kerja untuk para karyawannya. Pelatihan kerja diadakan 
berguna untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang 
sesuai dengan keahlian masing-masing. 
c. Dewan Direksi dan Komite Audit 
 Menurut bapak Sri Wagito Sikap Dewan Direksi dan komite Audit pada 
BPRS Dana Mulia Surakarta yaitu sudah adanya pertemuan rutin setiap bulan 
antara pemegang saham dengan seluruh staff yang berada dibawahnya yang 
membicarakan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan. 
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 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Rohman Suedi (Kabag 
Operasional merangkap sebagai SPI) pada Jumat, 12 Juli 2017 yang menyatakan 
bahwa: saya bertugas membuat  pelaporan pengawasan keuangan internal yang 
nantinya saya kasihkan kekomite audit. untuk dilaksanakannya tanggung jawab 
dari Komite Audit yaitu mengawasi Struktur Pengendalian Internal, proses 
pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
d. Filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi 
 Menurut bapak Rohman Suedhi (Kabag Operasional yang merangkap 
sebagai SPI) Untuk filosofi manajemen pada BPRS Dana Mulia Surakarta 
mengatakan bahwa: saya selalu menekankan pada karyawan untuk mematuhi tata 
tertib yang dibuat oleh perusahaan, maka karyawan akan mempunyai motivasi 
untuk mencapai target tujuan dari perusahaan dan menciptakan hubungan bisnis 
yang baik. 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Sri Wagito (Direktur) yang 
mengatakan bahwa: Seluruh karyawan ditekankan untuk bertindak serta bersikap 
sopan dan santun kepada semua nasabah, antar karyawan serta pihak-pihak lain 
yang berhubungan dengan perusahaan. Kalaupun ada salah satu dari karyawan 
kita ada yang melanggar, maka pasti nanti akan ada konsekuensinya. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Parmono (Account Officer) yang mengatakan bahwa: Gaya operasi manajemen 
pada BPRS Dana Mulia Surakarta dereksi disini selalu menekankan pada asas 
kekeluargaan. Setiap karyawan BPRS Dana Mulia Surakarta dianggap sebagai 
bagian dari keluarga besar perusahaan, Gaya manajemen kekeluargaan seperti 
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inilah yang membuat karyawan betah dan senang bekerja diBPRS Dana Mulia 
Surakarta. 
e. Struktur Organisasi 
 Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sri Wagito (Direktur) BPRS Dana 
Mulia Surakarta mengatakan bahwa: pada bagian Satuan Pengawas Internal (SPI) 
sedang ada perangkapan jabatan, oleh karena itu untuk saat ini SPI dilaksanakan 
oleh bagian Kabag Operasional. 
 Menurut bapak Rohman Suedhi (Kabag Operasional) Untuk struktur 
organisasi pada BPRS Dana Mulia Surakarta mengatakan bahwa: sebenarnya 
perangkapan jabatan ini berhubungan dengan kapasitas jumlah tenaga kerja yang 
kita miliki memang masih relative sedikit. Dikarenakan BPRS Dana Mulia 
Surakarta tidak memiliki dana yang banyak untuk dialokasikan pada penambahan 
tenaga kerja. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Parmono (Account Officer)yang mengatakan bahwa: masih adanya perangkapan 
tugas untuk masing-masing karyawan disetiap bagian, akan menimbulkan adanya 
kesimpangsiuran fungsi setiap bagian dalam organisasi. Tapi Alhamdulillah 
selama ini tidak ada kecurangan yang timbul akibat dari perangkapan jabatan, ya 
semoga saja jangan sampai ada. 
f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 
 Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sri Wagito (Direktur) BPRS Dana 
Mulia Surakarta mengatakan bahwa: kebijakan dan praktik dalam pengelolaan 
sumber daya manusia haruslah diterapkan dengan baik. Misalnya karyawan yang 
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kompeten dan dapat dipercaya tetap saja memiliki kelemahan. Mereka akan 
menjadi tidak puas, bosan dan menyebabkan tujuan mereka telah berubah 
sehingga bisa berinisiatif untuk melakukan kecurangan, ini yang harus diwaspadai 
oleh dewan direksi BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Parmono (Account Officer) yang mengatakan bahwa: Dengan adanya pelatihan 
kerja yang diberikan kepada karyawan, bisa meningkatkan kualitas kerja 
karyawan, mengevaluasi, melatih, mempromosikan dan pemberian kompensasi. 
2. Penilaian Resiko 
 Menurut bapak Rohman Suedhi (Kabag Operasional yang merangkap bagian 
Satuan Pengawas Internal) mengatakan bahwa: Tindakan manajemen BPRS Dana 
Mulia Surakarta terhadap identifikasi resiko dan analisisnya, berkenaan dengan 
proses pemberian pembiayaan yang disajikan secara wajar sesuai, dengan 
prosedur-prosedur yang berlaku telah diterapkan. Yaitu dengan berpedoman pada 
SOP dan dilakukannya survai langsung kelapangan untuk penentuan layak atau 
tidak nya suatu pembiayaan terhadap nasabah. 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak widodo (Account Officer) 
pada Jumat, 16 Juni 2017 yang menyatakan bahwa: Untuk menjaga keamanan 
dari resiko pencurian dan tindakan yang menyimpang BPRS Dana Mulia 
Surakarta memasang CCTV pada perusahaan. Pemasangan CCTV bertujuan 
untuk memantau kinerja karyawan, keamanan perusahaan dan pengendalian baik 
dari dalam ataupun dari luar. 
 
 
67 
 
 
 
3. Aktivas Pengendalian 
 Aktivitas pengendalian BPRS Dana Mulia Surakarta meliputi adanya 
kebijakan dan prosedur-prosedur yang dijalankan dalam perusahaan yang dapat 
menjamin sistem tersebut telah berjalan dengan efektif. Menurut bapak Parmono 
(Account Officer), Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan BPRS Dana Mulia 
Surakarta terdiri dari: 
a. Dokumentasi dan catatan yang memadai 
  Hasil wawancara peneliti dengan bapak Parmono (Account Officer) yang 
mengatakan bahwa: Dokumen yang berada di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah 
memiliki nomor urut cetak kemudian diarsipkan secara sistematis dan 
terkomputerisasi dengan baik. Hal ini juga diperkuat dari hasil dokumentasi dan 
observasi yang diperoleh peneliti pada formulir permohonan pembiayaan di BPRS 
Dana Mulia Surakarta pada saat nasabah mengajukan pembiayaan. 
b. Pemisahan tugas yang memadai 
 Menurut Bapak Sri Wagito Direktur BPRS Dana Mulia Surakarta 
mengatakan bahwa: pemisahan tugas dilakukan untuk mengurangi peluang bagi 
seseorang melakukan kesalahan atau kecurangan. Untuk bagian-bagiannya sudah 
dipisahkan sesuai dengan struktur organisasi yang berada diBPRS Dana mulia 
Surakarta.  
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Rohman Suedi (Kabag Operasional) yang mengatakan bahwa: untuk pemisahan 
tugas semuanya sudah dilakukan sesuai dengan fungsi struktur organisasi BPRS 
Dana Mulia Surakarta. Misalnya: Fungsi seketariat dilakukan oleh bagian 
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administrasi, Fungsi penagihan dilakukan oleh bagian Account Officer, Fungsi kas 
dan akuntansi dilakukan oleh bagian pendanaan dan Fungsi pemeriksaan internal 
dirangkap tugasnya oleh Kabag Operasional. 
c. Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas 
 Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sri Wagito (Direktur) BPRS Dana 
Mulia Surakarta mengatakan bahwa: Otorisasi atas transaksi pada BPRS Dana 
Mulia Surakarta misalnya pada aktivitas kelayakan pembiayaan diotorisasi oleh 
komite pembiayaan sebelum diserahkan kembali kebagian administrasi 
pembiayaan. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Parmono (Account Officer) yang mengatakan bahwa: yang memberikan 
wewenang untuk menyetujui transaksi, kelayakan pembiayaan, merekrut 
karyawan adalah kewenangan dari pemegang saham dan direksi BPRS Dana 
Mulia Surakarta.  
d. Pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan 
 Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sri Wagito (Direktur) BPRS Dana 
Mulia Surakarta mengatakan bahwa: BPRS Dana Mulia Surakarta menggunakan 
ruang penyimpanan untuk persediaan agar tidak terjadi pencurian. Ketika ruang 
penyimpanan berada dibawah kendali karyawan yang kompeten, terdapat 
keyakinan yang lebih besar bahwa resiko terjadinya pencurian dapat 
diminimalkan. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Rohman Suedi yang mengatakan bahwa: Dengan adanya alat penyimpanan yang 
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tahan api dan laci penyimpanan yang aman dapat melindungi aset seperti uang, 
dokumen, dan catatan perusahaan yang penting. 
e. Pengecekan terhadap pekerjaan secara independen 
Dalam hal ini peneliti mewawancarai bapak Rohman Suedi yang 
mengatakan bahwa: Pengecekan independen dilakukan oleh Kabag Operasional. 
Dalam hal ini audit internal melakukan verifikasi perbandingan antara jumlah 
transaksi-transaksi pembiayaan dengan data yang terkomputerisasi dalam 
komputer karyawan. Transaksi selalu diperiksa keesokan harinya untuk 
mengetahui kualitas dan hasil kerja. 
Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Parmono  (Account Officer) yang mengatakan bahwa: untuk jumlah transaksi 
pembiayaan yang kita input kekomputer nantinya akan dicocokkan perincian 
catatannya pada buku besar. Hal ini berguna untuk membantu Kabag Operasional 
dalam merancang dan menjalankan prosedur audit secara efektif. 
4. Informasi dan komunikasi 
 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan  bapak Agus bagian 
Account Ofiicer mengatakan bahwa: Pada saat pelaksanaan proses analisis 
pembiayaan BPRS Dana Mulia Surakarta, Memperoleh informasi mengenai calon 
nasabah melalui kunjungan ke lokasi dan wawancara langsung kepada nasabah. 
Serta melakukan wawancara dengan lingkungan sekitar seperti tetangga, rekan 
kerja calon nasabah, dan instansi yang berwenang terhadap legalitas usaha 
nasabah seperti RT, RW, Kelurahan dan pihak lain. 
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 Hal ini juga diperkuat dari hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti pada 
laporan publikasi BPRS Dana Mulia Surakarta. Setiap tiga bulan sekali BPRS 
Dana Mulia Surakarta harus membuat laporan keuangan kepada OJK dan BI. Hal 
ini digunakan untuk sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kualitas informasi 
akuntansi lembaga keuangan syariah. 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Sri Wagito (Direktur) yang 
mengatakan bahwa: efektifitas komunikasi pada BPRS Dana Mulia Surakarta 
dilakukan melalui briefing dan sharing setiap pagi. Pada saat briefing dan sharing 
diperoleh informasi mengenai pengajuan pembiayaan. Setelah itu, survey 
langsung kelapangan yang dilakukan oleh Account Officer, kemudian menganalisa 
pembiayaan yang akan dilakukan. Setelah itu pengambilan keputusan sementara 
terhadap ditindak lanjutinya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah 
pembiayaan. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Rohan Suedhi  (Kabag Operasional yang merangkap sebagai SPI) yang 
mengatakan bahwa: para karyawan biasanya cara berkomunikasinya 
menggunakan lisan atau dokumentasi dalam kebijakan dan buku pedoman 
pelaporan keuangan. Sebagai satuan pengawas internal saya secara periodik harus 
dapat selalu mengingatkan karyawan bahwa tanggung jawab mereka terhadap 
pengendalian internal harus sacara serius dilaksanakan. 
5. Pemantauan 
  Menurut Bapak Sri Wagito Direktur BPRS Dana Mulia Surakarta 
mengatakan bahwa: dalam melakukan pengawasan kinerja pada BPRS Dana 
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Mulia Surakarta Direktur dibantu oleh bagian satuan pengawas internal Untuk 
mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan. Dikarenakan BPRS Dana 
Mulia Surakarta sedang melakukan perekrutan karyawan dalam bagian tersebut, 
maka tugas dari SPI dirangkap oleh Kabag Opeasional. Karena beliau itu dulunya 
juga sabagai mantan anggota SPI. 
 Menurut bapak Rohman Suedhi Kabag Operasional yang merangkap bagian 
Satuan Pengawas Internal juga mengatakan bahwa: jadi untuk pengawasan kinerja 
yang berada diBPRS Dana Mulia Surakarta juga dilakukan oleh bagian SPI. 
Tujuan adanya SPI ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, menyediakan informasi keuangan untuk manajemen yang 
lengkap, akurat, tepat guna, tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan 
operasional. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Agus  (Account Officer) yang mengatakan bahwa: kemarin sebelum mas, 
melakukan penelitian di sini, dari pihak OJK juga telah memberikan masukkan 
kepada BPRS Dana Mulia Surakarta. Untuk segera mengisi kekosongan jabatan 
dibagian SPI supaya tidak terjadinya adanya perangkapan tugas. Karena dengan 
adanya perangkapan kinerja menjadikan sistem pengawasan atau pemantauan 
tidak berjalan dengan secara efektif dan independent. 
4.6. Pembahasan 
 Berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu untuk mengetahui sistem 
pengendalian internal dalam proses penyaluran pembiayaan UMKM yang 
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dilakukan oleh BPRS Dana Mulia Surakarta telah diterapkan sesuai teori dan 
sudah efektif, dapat dilihat dari beberapa temuan berikut: 
4.6.1. Evaluasi Lingkungan Pengendalian Pada Proses Penyaluran 
Pembiayaan UMKM di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 Menurut Elder et all, (2013: 322) Lingkungan pengendalian terdiri dari 
tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan keseluruhan sikap 
manajemen, direksi dan pemilik dari suatu entitas atas pengendalian internal. 
Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, maka harus 
mempertimbangkan subkomponen pengendalian internal yang sangat penting. 
1. Integritas dan Nilai Etika 
 Teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal menurut 
COSO yang menjelaskan bahwa integritas dan nilai etika mencakup tindakan 
manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi insentif dan godaan yang 
dapat mendorong personel untuk terlibat dalam perilaku yang tidak jujur, illegal 
atau tidak etis (Elder et al, 2013: 322). 
 Menurut Bapak Sri Wagito Direktur BPRS Dana Mulia Surakarta 
mengatakan bahwa: untuk integritas dan nilai etika Direksi telah berusaha 
menghilangkan manipulasi yang dilakukan terhadap ukuran kinerja karyawan. 
Misalnya dorongan dan godaan kepada karyawan untuk bersikap tidak jujur dalam 
menjalankan tugasnya untuk mengejar target perusahaan. 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Rohman Suedi pada Senin, 
12 Juni 2017 yang menyatakan bahwa: selaku kabag operasional yang merangkap 
sebagai SPI, saya selalu melakukan pengarahan, pengawasan dan membimbing 
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pegawai untuk bekerja dengan giat dalam melaksanakan tugas yang telah 
dipercayakan. 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Widodo (Account Officer) 
pada Jumat, 16 Juni 2017 yang menyatakan bahwa: Dalam bekerja saya selalu 
memiliki motivasi yang tinggi, dan bersikap jujur dalam melaksanakan tugas 
tanpa adanya pengaruh-pengaruh dari pihak yang tidak berkepentingan. 
 Berdasarkan teori dan hasil wawancara dengan para informan tersebut, hal 
ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta telah menerapkan integritas 
dan nilai etika sesuai dengan teori yang ada. Nilai-nilai ini sangat penting karena 
merupakan unsur dasar yang mempengaruhi efektifnya rancangan, pelaksanaan 
dan pemantauan pengendalian lainnya. 
2. Komitmen terhadap Kompetensi 
 Teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal menurut 
COSO yang menjelaskan bahwa komitmen terhadap kompetensi berisi 
pertimbangan manajemen tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 
serta pengalaman yang diminta untuk pengembangan kompetensi (Elder et al, 
2013: 322). 
 Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sri Wagito (Direktur) BPRS Dana 
Mulia Surakarta mengatakan bahwa: untuk komitmen terhadap kompetensi ini 
misalnya didalam melakukan perekrutan karyawan kami selalu mengadakan 
proses penyeleksian yaitu dengan tes psikolog maupun, test wawancara. Hal ini 
juga diperkuat dari hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti pada iklan 
lowongan kerja BPRS Dana Mulia Surakarta yang menjelaskan bahwa untuk 
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batas minimal pendidikan calon pelamar kerja BPRS Dana Mulia Surakarta 
adalah Sarjana yang sesuai dengan bidangnya. 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Widodo (Account Officer) 
pada Jumat, 16 Juni 2017 yang menyatakan bahwa: terhadap kompetensi yang ada 
agar pengendalian internal berjalan dengan baik BPRS Dana mulia surakarta telah 
mengadakan pelatihan kerja untuk para karyawannya. 
 Berdasarkan teori dan hasil dokumentasi, serta wawancara dengan para 
informan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta telah 
menerapkan komitmen terhadap kompetensi sesuai dengan teori yang ada. Dalam 
hal ini peneliti menganalisa bahwa berkenaan dengan pandangan dan 
pertimbangan  manajemen mengenai tingkat kompetensi dari setiap pengetahuan, 
keterampilan dan pengalaman untuk tugas yang bersangkutan. 
3. Dewan Direksi dan Komite Audit 
 Teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal menurut 
COSO dalam (Elder et al, 2013: 322) yang menjelaskan bahwa keberadaan 
Dewan Direksi sangat penting bagi tata kelola perusahaan yang baik. Karena 
tanggung jawab utama mereka adalah untuk menyakinkan bahwa manajemen 
telah melakukan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang tepat. 
Untuk membantu Dewan Direksi dalam melakukan pengawasan, Dewan Direksi 
membentuk Komite Audit dengan tanggung jawab memantau akuntansi 
perusahaan serta praktik dan kebijakan pelaporan keuangan. 
  Menurut bapak Sri Wagito sikap Dewan Direksi dan komite audit pada 
BPRS Dana Mulia Surakarta yaitu sudah adanya pertemuan rutin setiap bulan 
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antara pemegang saham dengan seluruh staff yang berada dibawahnya yang 
membicarakan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan. 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Rohman Suedi (Kabag 
Operasional merangkap sebagai SPI) yang menyatakan bahwa: SPI bertugas 
membuat  pelaporan pengawasan keuangan internal yang nantinya dikasihkan 
keKomite Audit. 
 Untuk dilaksanakan tanggung jawab dari komite audit yaitu mengawasi 
struktur pengendalian internal, proses pelaporan keuangan, dan kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan teori dan hasil 
wawancara dengan para informan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa BPRS 
Dana Mulia Surakarta telah menerapkan Dewan Direksi dan Komite Audit sesuai 
dengan teori yang ada. Dalam hal ini komite audit dan direksi bertujuan untuk 
membahas hal-hal yang terkait dengan integritas atau tindakan manajemen. 
4. Filosofi manajemen dan gaya mengelola operasi 
 Teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal menurut 
COSO yang menjelaskan bahwa filosofi manajemen dan gaya manajemen operasi 
berisi tentang tanggungjawab aktivitas-aktivitas yang dilakukan, memberikan 
arahan yang sangat jelas kepada karyawan untuk berperilaku secara bertanggung 
jawab dalam usaha mencapai tujuan organisasi (Elder et al, 2013: 324). 
 Menurut bapak Rohman Suedhi (Kabag Operasional yang merangkap 
sebagai SPI) Untuk filosofi manajemen pada BPRS Dana Mulia Surakarta 
mengatakan bahwa: saya selalu menekankan pada karyawan untuk mematuhi tata 
tertib yang dibuat oleh perusahaan, maka karyawan akan mempunyai motivasi 
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untuk mencapai target tujuan dari perusahaan dan menciptakan hubungan bisnis 
yang baik. 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Sri Wagito (Direktur) yang 
mengatakan bahwa: Seluruh karyawan ditekankan untuk bertindak serta bersikap 
sopan dan santun kepada semua nasabah, antar karyawan serta pihak-pihak lain 
yang berhubungan dengan perusahaan. Kalaupun ada salah satu dari karyawan 
kita ada yang melanggar, maka pasti nanti akan ada konsekuensinya. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Parmono (Account Officer) yang mengatakan bahwa: Gaya operasi manajemen 
pada BPRS Dana Mulia Surakarta dereksi disini selalu menekankan pada asas 
kekeluargaan. Setiap karyawan BPRS Dana Mulia Surakarta dianggap sebagai 
bagian dari keluarga besar perusahaan. 
 Berdasarkan teori dan hasil wawancara dengan informan tersebut, hal ini 
menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta telah menerapkan filosofi 
manajemen dan gaya mengelola operasi sesuai dengan teori yang ada. Peneliti 
menganalisa bahwa pemahaman terhadap hal tersebut atas filosofi manajemen dan 
gaya operasi, memberikan penalaran yang tidak rasional bagi auditor mengenai 
sikap manajemen terhadap pengendalian internal. 
5. Struktur Organisasi 
 Teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal menurut 
COSO dalam (Elder et al, 2013: 324) yang menjelaskan bahwa struktur organisasi 
merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit 
organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok 
 
77 
 
 
 
perusahaan. Fungsi tersebut dipisahkan sesuai dengan tanggung jawab agar 
kegiatan yang dilakukan dapat lebih terstruktur dan terarah. Struktur organisasi 
perusahaan biasanya dituangkan dalam bentuk bagan organisasi yang secara tepat 
menggambarkan hubungan kewenangan dan pelaporan. 
 Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sri Wagito (Direktur) BPRS Dana 
Mulia Surakarta mengatakan bahwa: pada bagian Satuan Pengawas Internal (SPI) 
sedang ada kekosongan jabatan, oleh karena itu untuk saat ini SPI dirangkap oleh 
bagian Kabag Operasional. 
 Menurut bapak Rohman Suedhi (Kabag Operasional) Untuk struktur 
organisasi pada BPRS Dana Mulia Surakarta mengatakan bahwa: sebenarnya 
perangkapan jabatan ini berhubungan dengan kapasitas jumlah tenaga kerja yang 
kita miliki memang masih relative sedikit. Dikarenakan BPRS Dana Mulia 
Surakarta tidak memiliki dana yang banyak untuk dialokasikan pada penambahan 
tenaga kerja. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Parmono (Account Officer) yang mengatakan bahwa: masih adanya perangkapan 
tugas untuk masing-masing karyawan disetiap bagian, akan menimbulkan adanya 
kesimpangsiuran fungsi setiap bagian dalam organisasi. Tapi Alhamdulillah 
selama ini tidak ada kecurangan yang timbul akibat dari perangkapan jabatan, ya 
semoga saja jangan sampai ada. 
 Berdasarkan teori dan hasil wawancara dengan para informan tersebut, hal 
ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta belum menerapkan struktur 
organisasi sesuai dengan teori yang ada. Dengan memahami struktur organisasi 
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maka Nasabah, Auditor dan pihak lain yang berkepentingan. Akan dapat 
mempelajari manajemen dan elemen-elemen fungsional bank, sehingga bisa 
memunculkan persepsi mengenai bagaimana pengendalian internal diterapkan. 
6. Kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya 
 Teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal menurut 
COSO yang menjelaskan bahwa kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya 
berisi kebijakan pelatihan, tindakan-tindakan pendisiplinan, evaluasi, dan program 
kompensasi yang memotivasi dan memberi penghargaan atas kinerja yang 
istimewa (Elder et al, 2013: 324). 
 Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sri Wagito (Direktur) BPRS Dana 
Mulia Surakarta mengatakan bahwa: kebijakan dan praktik dalam pengelolaan 
sumber daya manusia haruslah diterapkan dengan baik. Misalnya karyawan yang 
kompeten dan dapat dipercaya tetap saja memiliki kelemahan. Mereka akan 
menjadi tidak puas, bosan dan menyebabkan tujuan mereka telah berubah 
sehingga bisa berinisiatif untuk melakukan kecurangan, ini yang harus diwaspadai 
oleh dewan direksi BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Parmono (Account Officer) yang mengatakan bahwa: Dengan adanya pelatihan 
kerja yang diberikan kepada karyawan, bisa meningkatkan kualitas kerja 
karyawan, mengevaluasi, melatih, mempromosikan dan pemberian kompensasi. 
 Berdasarkan teori dan hasil wawancara dengan informan tersebut, hal ini 
menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta telah menerapkan kebijakan 
sumber daya manusia dan prosedurnya sesuai dengan teori yang ada. Peneliti 
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menganalisa bahwa aspek pengendalian internal yang paling penting adalah 
personel. Jika karyawan kompeten dan dapat dipercaya, maka laporan keuangan 
yang andal pasti dapat dihasilkan. 
 
4.6.2. Evaluasi Penilaian Resiko Pada Proses Penyaluran Pembiayaan 
UMKM di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 Dalam hal ini, teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal 
menurut COSO yang menjelaskan bahwa Perusahaan harus menetapkan tujuannya 
dipadukan dengan kegiatan keuangan serta kegiatan lainnya agar dapat beroperasi 
secara terkoordinasi. Perusahaan juga harus membuat mekanisme untuk 
mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun tindakan-tindakan khusus yang 
dilakukan untuk mengurangi resiko sampai dengan tingkat yang dapat diterima 
(Elder et al, 2013: 325). 
 Menurut bapak Rohman Suedhi Kabag Operasional yang merangkap bagian 
Satuan Pengawas Internal mengatakan bahwa: penilaian resiko yang berkenaan 
dengan proses pemberian pembiayaan. Yaitu dengan berpedoman pada SOP dan 
dilakukannya survai langsung kelapangan untuk penentuan layak atau tidak nya 
suatu pembiayaan terhadap Nasabah. 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak widodo (Account Officer) 
pada Jumat, 16 Juni 2017 yang menyatakan bahwa: Untuk menjaga keamanan 
dari resiko pencurian dan tindakan yang menyimpang BPRS Dana Mulia 
Surakarta memasang CCTV pada perusahaan. Pemasangan CCTV bertujuan 
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untuk memantau kinerja karyawan, keamanan perusahaan dan pengendalian baik 
dari dalam ataupun dari luar. 
 Berdasarkan teori dan hasil wawancara dengan para informan tersebut, hal 
ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta telah menerapkan penilaian 
resiko sesuai dengan teori yang ada. Penilaian resiko atas laporan keuangan 
merupakan identifikasi dan analisis manajemen terhadap resiko-resiko yang 
relevan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PABU. 
 
4.6.3. Evaluasi Aktivitas Pengendalian Pada Proses Penyaluran Pembiayaan 
UMKM di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 Menurut Elder et al, (2013: 326) kebijakan pengendalian dan prosedur harus 
ditetapkan dan dilaksanakan. Hal ini akan memberikan keyakinan bahwa tindakan 
yang diidentifikasi manajemen untuk menghadapi resiko yang terkait dengan 
pencapaian tujuan perusahaan dilaksanakan secara efektif. Aktivitas pengendalian 
tersebut umumnya termasuk ke dalam salah satu dari kelima jenis aktivitas berikut 
ini:  
1. Dokumentasi dan catatan yang memadai 
 Dalam hal ini, teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal 
menurut COSO yang menjelaskan bahwa dokumen yang terkait dalam pemberian 
pembiayaan dari berkas permohonan pembiayaan, sampai dengan berkas 
penutupan pembiayaan diarsipkan secara sistematis, terkomputerisasi, dan 
disimpan dalam almari khusus (Elder et al, 2013: 329). 
 Hasil wawancara peneliti dengan bapak Parmono (Account Officer) yang 
mengatakan bahwa: Dokumen yang berada di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah 
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memiliki nomor urut cetak kemudian diarsipkan secara sistematis dan 
terkomputerisasi dengan baik. Hal ini juga diperkuat dari hasil dokumentasi dan 
observasi yang diperoleh peneliti pada formulir permohonan pembiayaan di BPRS 
Dana Mulia Surakarta pada saat nasabah mengajukan pembiayaan. 
 Berdasarkan teori, dokumentasi, observasi serta wawancara dengan para 
informan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta telah 
menerapkan penilaian resiko sesuai dengan teori yang ada. Dalam hal ini 
dilakukan karena dokumen tersebut merupakan bukti audit yang diperlukan dalam 
proses analisa pembiayaan. 
2. Pemisahan tugas yang memadai 
Dalam hal ini, teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal 
menurut COSO yang menjelaskan bahwa pemisahan tugas akan membatasi dan 
membedakan tanggung jawab antara otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. 
Setiap bagian telah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Demikian pula 
dengan bagian pembiayaan telah dipisahkan seluruh tanggungjawabnya dari awal 
pengajuan pembiayaan, analisa pembiayaan, keputusan komite pembiayaan 
hingga realisasi pembiayaan (Elder et al, 2013: 327). 
 Menurut Bapak Sri Wagito Direktur BPRS Dana Mulia Surakarta 
mengatakan bahwa: pemisahan tugas dilakukan untuk mengurangi peluang bagi 
seseorang melakukan kesalahan atau kecurangan. Untuk bagian-bagiannya sudah 
dipisahkan sesuai dengan struktur organisasi yang berada diBPRS Dana mulia 
Surakarta.  
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 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Rohman Suedi (Kabag Operasional) yang mengatakan bahwa: untuk pemisahan 
tugas semuanya sudah dilakukan sesuai dengan fungsi struktur organisasi BPRS 
Dana Mulia Surakarta. Misalnya: Fungsi seketariat dilakukan oleh bagian 
Administrasi, Fungsi penagihan dilakukan oleh bagian Account Officer, Fungsi 
Kas dan Akuntansi dilakukan oleh bagian pendanaan dan Fungsi pemeriksaan 
internal dirangkap tugasnya oleh Kabag Operasional. 
Berdasarkan teori, dokumentasi dan hasil wawancara peneliti dengan para 
informan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta telah 
menerapkan pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan teori yang ada. Dalam 
hal ini pemisahan tugas bertujuan untuk mengurangi peluang bagi seseorang 
melakukan kesalahan atau kecurangan. 
3. Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas 
 Teori yang peneliti gunakan adalah teori pengendalian internal menurut 
COSO yang menjelaskan bahwa pada otorisasi transaksi yang dilaksanakan 
mutlak dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Otorisasi tersebut dapat berupa 
penandatanganan, pemberian paraf, dan pemberian kode otorisasi atas dokumen 
(Elder et al, 2013: 328). 
 Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sri Wagito (Direktur) BPRS Dana 
Mulia Surakarta mengatakan bahwa: Otorisasi atas transaksi pada BPRS Dana 
Mulia Surakarta misalnya pada aktivitas kelayakan pembiayaan diotorisasi oleh 
komite pembiayaan sebelum diserahkan kembali kebagian administrasi 
pembiayaan. 
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 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Parmono (Account Officer) yang mengatakan bahwa: yang memberikan 
wewenang untuk menyetujui transaksi, kelayakan pembiayaan, merekrut 
karyawan dll adalah kewenangan dari pemegang saham dan direksi BPRS Dana 
Mulia Surakarta. 
 Berdasarkan teori dan hasil wawancara peneliti dengan para informan 
tersebut, hal ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta telah 
menerapkan otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas sesuai dengan 
teori yang ada. Prosedur otorisasi yang sesuai kadang memiliki pengaruh secara 
langsung pada resiko pengendalian untuk menyajikan keberadaan dan keterjadian 
dalam beberapa kasus. 
4. Pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan 
 Dalam hal ini, teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal 
menurut COSO yang menjelaskan bahwa untuk menjaga pengendalian internal 
yang memadai, aset dan catatan harus dilindungi. Jika catatan tidak dilindungi 
dengan memadai catatan tersebut dapat dicuri, dirusak, atau hilang yang akan 
mengakibatkan gangguan yang serius dalam proses pencatatan dan operasi usaha 
(Elder et al, 2013: 330). 
 Hasil wawancara peneliti dengan bapak Sri Wagito (Direktur) BPRS Dana 
Mulia Surakarta mengatakan bahwa: BPRS Dana Mulia Surakarta menggunakan 
ruang penyimpanan untuk persediaan agar tidak terjadi pencurian. Ketika ruang 
penyimpanan berada dibawah kendali karyawan yang kompeten, terdapat 
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keyakinan yang lebih besar bahwa resiko terjadinya pencurian dapat 
diminimalkan. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Rohman Suedi yang mengatakan bahwa: Dengan adanya alat penyimpanan yang 
tahan api dan laci penyimpanan yang aman dapat melindungi aset seperti uang, 
dokumen, dan catatan perusahaan yang penting. 
 Berdasarkan teori dan hasil wawancara dengan para informan tersebut, hal 
ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta telah menerapkan 
pengendalian fisik atas aset dan catatan yang memadai sesuai dengan teori yang 
ada. Ketika suatu perusahaan sudah sangat terkomputerisasi, maka arsip datanya 
juga harus dijaga. Arsip data merupakan catatan mengenai perusahaan , dan jika 
rusak atau hilang, maka akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. 
5. Pengecekan terhadap pekerjaan secara indenpenden 
 Teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal menurut 
COSO yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pemahaman atas proses yang 
dijalankan oleh karyawan. Perusahaan mencocokkan perincian catatan yang 
mendukung suatu saldo akun yang besarnya signifikan pada buku besar akun-
akun tersebut untuk membantu auditor dalam merancang dan menjalankan 
prosedur audit secara efektif (Elder et al, 2013: 330). 
Dalam hal ini peneliti mewawancarai bapak Rohman Suedi yang 
mengatakan bahwa: Pengecekan independen dilakukan oleh Kabag Operasional. 
Dalam hal ini audit internal melakukan verifikasi perbandingan antara jumlah 
transaksi-transaksi pembiayaan dengan data yang terkomputerisasi dalam 
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komputer karyawan. Transaksi selalu diperiksa keesokan harinya untuk 
mengetahui kualitas dan hasil kerja. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Parmono  (Account Officer) yang mengatakan bahwa: untuk jumlah transaksi 
pembiayaan yang kita input kekomputer nantinya akan dicocokkan perincian 
catatannya pada buku besar. Hal ini berguna untuk membantu Kabag Operasional 
dalam merancang dan menjalankan prosedur audit secara efektif. 
 Berdasarkan teori tersebut, hal ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia 
Surakarta telah menerapkan pengecekan terhadap pekerjaan secara indenpenden 
yang memadai sesuai dengan teori yang ada. Dalam hal ini, peneliti menganalisa 
bahwa perusahaan harus menghubungkan sekumpulan data, baik operasional dan 
keuangan, satu dengan lainnya untuk membuat analisis, investigasi dan tindakan 
yang memadai. 
 
4.6.4. Evaluasi Informasi dan Komunikasi Pada Proses Penyaluran 
Pembiayaan UMKM di BPRS Dana Mulai Surakarta. 
 Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas 
menurut (Elder et al, 2013: 331) adalah untuk memulai, mencatat, memproses, 
dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu entitas dan untuk 
menjaga akuntabilitas aset-aset yang terkait. Informasi dan komunikasi terdiri 
dari: 
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1. Kualitas Informasi 
 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan  bapak Agus bagian 
(Account Ofiicer) mengatakan bahwa: Pada saat pelaksanaan proses analisis 
pembiayaan BPRS Dana Mulia Surakarta, Memperoleh informasi mengenai calon 
nasabah melalui kunjungan ke lokasi dan wawancara langsung kepada nasabah. 
Serta melakukan wawancara dengan lingkungan sekitar seperti tetangga, rekan 
kerja calon nasabah, dan instansi yang berwenang terhadap legalitas usaha 
nasabah seperti RT, RW, Kelurahan dan pihak lain. 
 Hal ini juga diperkuat dari hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti pada 
laporan publikasi BPRS Dana Mulia Surakarta. Setiap tiga bulan sekali BPRS 
Dana Mulia Surakarta harus membuat laporan keuangan kepada OJK dan BI. Hal 
ini digunakan untuk sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kualitas informasi 
akuntansi lembaga keuangan syariah. 
 Kemudian teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal 
menurut COSO yang menjelaskan bahwa kualitas informasi berisi penggunaan 
informasi yang berkualitas dan relevan untuk mendukung fungsi pengendalian 
internal (Elder et al, 2013: 331).  
 Berdasarkan teori tersebut, hal ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia 
Surakarta telah menerapkan kualitas informasi sesuai dengan teori yang ada. 
Informasi yang diberikan untuk pihak luar haruslah relevan dengan kebutuhan 
mereka, serta mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah untuk dipahami. 
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2. Efektifitas Komunikasi 
 Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai bapak Sri Wagito (Direktur) yang 
mengatakan bahwa: Efektifitas Komunikasi pada BPRS Dana Mulia Surakarta 
dilakukan melalui briefing dan sharing setiap pagi. Pada saat briefing dan sharing 
diperoleh informasi mengenai pengajuan pembiayaan. Setelah itu, survey 
langsung kelapangan yang dilakukan oleh Account Officer, kemudian menganalisa 
pembiayaan yang akan dilakukan. Setelah itu pengambilan keputusan sementara 
terhadap ditindak lanjutinya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah 
pembiayaan. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Rohan Suedhi  (Kabag Operasional yang merangkap sebagai SPI) yang 
mengatakan bahwa: para karyawan biasanya cara berkomunikasinya 
menggunakan lisan atau dokumentasi dalam kebijakan dan buku pedoman 
pelaporan keuangan. Sebagai satuan pengawas internal saya secara periodik harus 
dapat selalu mengingatkan karyawan bahwa tanggung jawab mereka terhadap 
pengendalian internal harus sacara serius dilaksanakan. 
 Dalam hal ini, teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal 
menurut COSO yang menjelaskan bahwa efektifitas komunikasi berisi 
pengkumunikasian informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk 
pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal. 
Berdasarkan teori tersebut, hal ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia 
Surakarta telah menerapkan kualitas informasi sesuai dengan teori yang ada. Dan 
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yang terpenting adalah bahwa seluruh stakeholder mengerti apa yang menjadi 
tugasnya dan perilaku yang sesuai dengan pengendalian internal. 
 
4.6.5. Evaluasi Pemantauan Pada Proses Penyaluran Pembiayaan UMKM 
di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 Dalam hal ini, teori yang peneliti gunakan yaitu teori pengendalian internal 
menurut COSO dalam (Elder et al, 2013: 333) yang menjelaskan bahwa agar 
menjadi efektif, pengendalian internal fungsi pengendalian internal harus 
dijalankan oleh staf yang indenpenden dari department operasi maupun dari 
department akuntansi. untuk melaporkan langsung pada otorisasi yang lebih tinggi 
dalam organisasi, apakah manajemen puncak, atau pun pada komite audit dari 
dewan komisaris. 
 Menurut Bapak Sri Wagito Direktur BPRS Dana Mulia Surakarta 
mengatakan bahwa: dalam melakukan pengawasan kinerja pada BPRS Dana 
Mulia Surakarta Direktur dibantu oleh bagian satuan pengawas internal Untuk 
mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan. Dikarenakan BPRS Dana 
Mulia Surakarta sedang melakukan perekrutan karyawan dalam bagian tersebut, 
maka tugas dari SPI dirangkap oleh Kabag Opeasional. Karena beliau itu dulunya 
juga sabagai mantan anggota SPI. 
 Menurut bapak Rohman Suedhi Kabag Operasional yang merangkap bagian 
Satuan Pengawas Internal juga mengatakan bahwa: jadi untuk pengawasan kinerja 
yang berada diBPRS Dana Mulia Surakarta juga dilakukan oleh bagian SPI. 
Tujuan adanya SPI ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-
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undangan yang berlaku, menyediakan informasi keuangan untuk manajemen yang 
lengkap, akurat, tepat guna, tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan 
operasional. 
 Kemudian diperkuat juga dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak 
Agus  (Account Officer) yang mengatakan bahwa: kemarin sebelum mas, 
melakukan penelitian di sini, dari pihak OJK juga telah memberikan masukkan 
kepada BPRS Dana Mulia Surakarta. Untuk segera mengisi kekosongan jabatan 
dibagian SPI supaya tidak terjadinya adanya perangkapan tugas. Karena dengan 
adanya perangkapan kinerja menjadikan sistem pengawasan atau pemantauan 
tidak berjalan dengan secara efektif dan independent. 
 Berdasarkan teori dan hasil wawancara dengan para informan tersebut, hal 
ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia Surakarta belum menerapkan aktivitas 
pemantauan sesuai dengan teori yang ada. Dikarenakan sebuah proses 
pemantauan atau pengawasan harus dilakukan secara terpisah. Supaya 
menghasilkan penilaian yang efektif dari komponen pengendalian internal yang 
dibuat manajemen dan bisa dijadikan untuk mengambil langkah perbaikan apabila 
diperlukan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka 
peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, bahwa secara umum penerapan 
Sistem Pengendalian Internal diBPRS Dana Mulia Surakarta sudah cukup baik. 
Namun ada beberapa unsur dari Sistem Pengendalian Internal yang masih harus 
diperbaiki. Adapun beberapa komponen diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Lingkungan Pengendalian 
Faktor-faktor dalam lingkungan pengendalian pada BPRS Dana Mulia 
Surakarta masih harus ditingkatkan. Misalnya dengan adanya partisipasi 
Dewan Komisaris dan Komite audit yaitu pertemuan rutin setiap bulan 
antara pemegang kekuasaan tertinggi dengan seluruh staff yang berada 
dibawahnya. Kemudian dilaksanakannya tanggung jawab komite yang 
selalu mengawasi proses pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum 
dan peraturan yang berlaku. 
Namun demikian dibagian Struktur Organisasi masih belum adanya 
pemisahan wewenang dan tugas untuk masing-masing karyawan disetiap 
bagian. Sehingga ada beberapa bagian yang dilakukannya perangkapan 
kinerja, hal ini bisa menimbulkan adanya kesimpangsiuran fungsi pada 
setiap bagian dalam organisasi. 
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2. Penilai Resiko 
Penilaian resiko yang dilakukan oleh BPRS Dana Mulia Surakarta pada 
proses penyaluran pembiayaan UMKM baik. Hal ini terlihat adanya 
tindakan antisipasi dengan adanya kamera CCTV yang dipasang pada 
perusahaan untuk memantau seluruh kegiatan perusahaan serta 
mengantisipasi penyelewengan yang mungkin terjadi. Kemudian para 
karyawan bekerja dengan berpedoman pada SOP, serta sudah 
dilakukannya survai langsung kelapangan untuk penentuan layak atau 
tidak nya suatu pembiayaan terhadap nasabah. 
3. Aktivitas pengendalian 
Aktivitas pengendalian yang dilakukan dalam penyaluran pembiayaan 
UMKM sudah baik. Untuk setiap transaksi dan aktivitas perusahaan telah 
diotorisasi oleh bagian yang berwenang. Dokumen – dokumen yang 
digunakan untuk transaksi telah bernomor urut cetak sehingga 
memudahkan pengendalian terhadap penyaluran pembiayaan. Pengawasan 
fisik atas asset dan  catatan perusahaan yang penting, serta pengecekan 
independen atas pelaksanaan juga telah memadai karena adanya kejelasan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 
4. Informasi dan Komunikasi 
Informasi dan Komunikasi yang dilakukan pada proses penyaluran 
pembiayaan UMKM sudah diterapkan dengan baik. kualitas informasi 
mengenai permohonan pembiayaan dilakukan dengan cara melalui 
kunjungan ke lokasi calon nasabah dan wawancara langsung, serta 
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pengumpulan informasi melalui lingkungan sekitar seperti tetangga, rekan 
kerja calon nasabah, dll. Kemudian dilakukannya briefing dan sharing 
untuk pengambilan keputusan sementara terhadap tindak lanjut dari 
permohonan pembiayaan yang diajukan. 
5. Pemantauan 
Pemantauan yang dilakukan pada proses pembiayaan UMKM belum 
diterapkan. Hal ini, karena pengawasan kinerja pada BPRS Dana Mulia 
Surakarta Direktur tidak dibantu oleh bagian Satuan Pengawas Internal, 
untuk mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan. Dikarenakan 
BPRS Dana Mulia Surakarta sedang terjadi kekosongan jabatan dalam 
bagian tersebut. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Kesempurnaan hanya milik Allah SWT begitu pula dengan penelitian ini, 
walau semaksimal apapun usaha yang diberikan oleh peneliti untuk memberikan 
hasil yang terbaik, masih ditemukan ketidaksempurnaan didalamnya. 
Kerterbatasan dalam penelitian ini adalah Dalam perolehan data yang diinginkan 
oleh peneliti belum maksimal, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan 
kebijakan BPRS Dana Mulia Surakarta dalam menjaga rahasia perusahaan. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan 
keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui 
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hasil penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu: Untuk penelitian 
selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis dapat meluaskan objek 
penelitian dengan tidak hanya 1 BPRS tetapi bisa semua BPRS yang berada 
diwilayah Surakarta.  
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Lampiran 1 
 
Catatan lapangan 
 
Catatan lapangan  : Nomor01 
Hari tanggal   : Senin, 12 Juni 2017 
 
“Hari ini saya datang ke BPRS Dana Mulia Surakarta, dengan membawa surat ijin 
penelitian dan synopsis penelitian untuk meminta ijin dapat melakukan penelitian. 
Setelah surat ijin penelitian dan synopsis penelitian saya diterima oleh customer 
service, saya bergegas pulang untuk menunggu kabar, apakah penelitian saya 
diperbolehkan apa tidak? Langsung besuk paginya saya dikasih kabar bahwa 
penelitian saya diijinkan dan besuk rabu langsung dijadwalkan untuk wawancara 
langsung dengan direktur BPRS Dana Mulia Surakarta Bp. Sri Wagito.” 
 
Catatan lapangan  : Nomor 02 
Hari tanggal   : Rabu, 14 Juni 2017 
 
“hari ini saya datang ke BPRS Dana Mulia Surakarta, dengan membawa hasil 
proposal penelitian saya untuk meminta waktu nya sebentar dapat melakukan 
wawancara dengan Bp. Sri wagito pada jam 08.00-09.00. Setelah diijinkan 
kemudian saya diantarkan customer service ke ruangan Bp. Wagito, kurang lebih 
1jam saya melakukan wawancara dengan beliau, setelah semua pedoman 
wawancara saya tanyakan kepada beliau saya meminta ijin untuk melakukan 
dokumentasi terhadap SOP alur pembiayaan yang ada di BPRS Dana Mulia 
Surakarta. Setelah itu saya bergegas pulang, dan besuk pada hari kamis saya akan 
melakukan wawancara dengan semua Account Officer yang lebih mengetahui 
tentang proses alur pembiayaan UMKM. 
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Catatan lapangan  : Nomor 02 
Hari tanggal   : Kamis, 15 Juni 2017 
 
“Pada jam 08.00 saya sudah sampai di BPRS Dana Mulia Surakarta, dengan 
membawa pedoman wawancara penelitian saya, untuk mencari informasi mengenai 
proses alur pembiayaan UMKM. Customer Service memberikan informasi kepada 
saya, bahwa untuk jadwal wawancara saya pada jam 09.00-10.00 dengan bp. Agus 
(Account Officer), Selanjutnya setelah jam istirahat pada jam 13.00 saya diajak bp. 
Agus (Account Officer) untuk melakukan penagihan kepada salah satu nasabah 
BPRS Dana Mulia. Kemudian pada jam 15.00 saya kembali ke kantor BPRS Dana 
Mulia, setelah itu saya bergegas pulang. 
 
Catatan lapangan  : Nomor 03 
Hari tanggal   : Jumat, 16 Juni 2017 
 
“Pada jam 10.00-11.00 saya sudah dijadwalkan oleh Customer Service untuk 
melakukan wawancara dengan bp. Widodo (Account Officer) untuk mencari 
informasi mengenai proses alur pembiayaan UMKM. Setelah kurang lebih selama 
1jam saya melakukan wawancara, Selanjutnya setelah istirahat nanti, saya diijinkan 
untuk melakukan observasi langsung kepada nasabah yang akan malakukan 
pengangsuran pembiayaan UMKM. Kemudian pada jam 15.00 saya dipersilahkan 
berkemas-kemas untuk pulang. 
 
Catatan lapangan  : Nomor 04 
Hari tanggal   : Senin, 19 Juni 2017 
 
“Untuk penjadwalan hari ini saya akan mewawancarai bp. Parmono (Account 
Officer) pada jam 13.00-14.00 untuk mencari informasi mengenai proses alur 
pembiayaan. Setelah kurang lebih selama 1jam saya melakukan wawancara, 
selanjutnya saya melakukan wawancara kepada nasabah pembiayaan UMKM 
BPRS Dana Mulia Surakarta. Setelah itu, saya bergegas pulang kerumah. 
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Catatan lapangan  : Nomor 03 
Hari tanggal   : Rabu, 12 juli 2017 
 
“Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan bp. Rohman Suedhi 
(Kabag. Operasional yang merangkap SPI) untuk mencari informasi mengenai 
peran SPI dalam proses penyaluran pembiayaan UMKM. Customer Service 
memberikan informasi kepada saya, bahwa untuk jadwal wawancara saya pada jam 
09.00-10.00, setelah kurang lebih dari 1jam saya melakukan wawancara. Kemudian 
saya tanyakan kepada beliau untuk meminta ijin melakukan dokumentasi terhadap 
persyaratan pengajuan pembiayaan yang ada di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
Setelah itu pada jam 15.00 saya dipersilahkan berkemas-kemas untuk pulang. 
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Lampiran 2 
 
PERMOHONAN WAWANCARA 
 
Penelitian Tentang 
Analisis penerapan system pengendalian internal pada proses penyaluran 
pembiayaaan UMKM di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta. 
 
Kepada : 
Yth. Direktur BPRS Dana Mulia Surakarta 
Ditempat. 
 
Dengan Hormat, 
Sehubungan dengan penulisan skripsi mahasiswa, jurusan akuntansi syariah, 
fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta yang berjudul “Analisis 
Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada proses penyaluran Pembiayaan 
UMKM di BPRS Dana Mulia Surakarta”. Kami mohon dengan hormat kepada 
Bapak Direktur dari BPRS Dana Mulia Surakarta untuk menjawab wawancara ini 
yang terdiri dari beberapa pertanyaan. 
Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data primer 
yang sangat berguna untuk bahan penyusunan skripsi kami. Oleh karena itu, kami 
sangat mengharapkan Bapak Direktur dari BPRS Dana Mulia Surakarta berkenan 
untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang ada. Untuk jawaban yang 
disampaikan akan kami gunakan dengan benar. 
Atas kerja sama dan bantuan yang diberikan kami ucapkan banyak terima 
kasih serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat sikap dan perkataan 
kami yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara/Saudari  dari BPRS Dana 
Mulai Surakarta. 
 
Hormat Kami, 
Peneliti 
 
Widya Apsta 
13.222.10.96  
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Pedoman Wawancara 1 
 
Teknik pengumpulan data : Wawancara 
Kegiatan : Mencari informasi mengenai Sistem 
Pengendalian Internal dalam kegiatan 
pembiayaan usaha mikro kecil dan 
menengah 
Lokasi  : BPRS Dana Mulia 
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta 
Sumber Data : Primer  
Peneliti : Widya Apsta 
Informan : Bp. Sri Wagito (Direktur) 
 
1. Pengendalian Internal dalam kegiatan penyaluran pembiayaan UMKM diBPRS 
Dana Mulia Surakarta ? 
 
a. PENILAIAN RESIKO 
1) Bagaimana Struktur organisasi yang diterapkan pada BPRS Dana 
Mulia Surakarta? 
2) Mengapa sampai terjadi perangakapan kerja seperti itu pak? Apakah 
tidak menambah resiko yang ditanggung oleh perusahaan mengenai 
kecurangan kerja? 
3) Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh manajemen BPRS Dana 
Mulia Surakarta terhadap indentifikasi resiko dan analisisnya 
berkenaan dengan system pengendalian internal dalam penyaluran 
pembiayaan UMKM? 
4) Untuk saat ini sudah tercapaikah tujuan dari BPRS Dana Mulia 
Surakarta? secara keseluruhan sudah tercapai dengan baik? Apa saja 
tujuan yang sudah tercapai ? 
b. PEMANTAUAN 
1) Bagaimana evaluasi yang dilakukan BPRS Dana Mulia Surakarta  
saat melakukan pemonitoran secara terpisah terhadap nasabah 
UMKM? 
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2) Bagaimana pengawasan yang dilakukan BPRS Dana Mulia didalam 
pembiayaan UMKM? Apakah pengawasan terus berlangsung 
dilakukan?  
 
 
 
 
 
Pedoman Wawancara 2 
Teknik pengumpulan data : Wawancara 
Kegiatan : Mencari informasi mengenai Sistem 
Pengendalian Internal dalam kegiatan 
pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah. 
Lokasi  : BPRS Dana Mulia 
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta 
Sumber Data : Primer  
Peneliti : Widya Apsta 
Informan : Rohman Suedhi (kabag operasional, SPI) 
 
2. Pengendalian Internal dalam kegiatan penyaluran pembiayaan UMKM diBPRS 
Dana Mulia Surakarta? 
 
1) Bagaimana mekanisme kerja SPI ? Bagaimana peran SPI didalam 
penyaluran pembiayaan UMKM ? 
2) Apakah setiap surat permohonan pembiayaan yang dianalisis oleh 
Accounting Officer diajukan kepada SPI untuk mendapatkan 
persetujuan ? 
3) Apakah Fungsi pengawas pembiayaan terpisah dengan fungsi SPI ? 
4) Bagaimana upaya SPI dalam menekan dan menimalisir terjadinya 
pembiayaan bermasalah ? 
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Pedoman Wawancara 3 
Teknik pengumpulan data : Wawancara 
Kegiatan : Mencari informasi mengenai Sistem 
Pengendalian Internal dalam kegiatan 
pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah. 
Lokasi  : BPRS Dana Mulia 
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta 
Sumber Data : Primer  
Peneliti : Widya Apsta 
Informan : Agus (Accounting officer) 
 
3. Sistem Akuntansi dalam kegiatan pembiayaan UMKM diBPRS Dana Mulia 
Surakarta? 
 
1) Bagaimana mekanisme prosedur jika terjadi pengajuan pembiayaan 
usaha mikro kecil dan Menengah? Apakah ada perbedaan antara 
nasabah UMKM dengan nasabah umum? 
2) Apa yang menjadi pertimbangan BPRS Dana Mulia Surakarta untuk 
menyetujui pengajuan didalam suatu pembiayaan terhadap UMKM 
? 
3) Apa kendala yang dihadapi BPRS dana Mulia Surakarta dalam 
pengadaan pembiayaan keUMKM? 
4) Bagaimana administrasi dan penyimpanan jaminan/surat berharga 
yang dilakukan pada BPRS Dana Mulia Surakarta terhadap 
dokumen-dokumennya? 
5) Alurnya bagaimana dan Dokumennya apa saja? Siapa yang 
mengawasi dokumen tersebut? 
6) Siapa yang berwenang untuk memberikan dana? Dasarnya apa saja? 
7) Bagaiamana sistem penomeran dokumen pada BPRS Dana Mulia 
Surakarta? 
8) Bagaimana perkembangan komposisi pembiayaan yang ada didalam 
BPRS Dana Mulia Surakarta? Apakah NPFnya mengalami 
peningkatan? 
 
 
 
 
Pedoman Wawancara 4 
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Teknik pengumpulan data : Wawancara 
Kegiatan : Mencari informasi mengenai Sistem 
Pengendalian Internal dalam kegiatan 
pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah. 
Lokasi  : BPRS Dana Mulia 
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta 
Sumber Data : Primer  
Peneliti : Widya Apsta 
Informan : Widodo (Accounting officer) 
 
4. Sistem Akuntansi dalam kegiatan pembiayaan UMKM diBPRS Dana Mulia 
Surakarta? 
 
1) Bagaimana mekanisme prosedur jika terjadi pengajuan pembiayaan 
usaha mikro kecil dan Menengah? Apakah ada perbedaan antara 
nasabah UMKM dengan nasabah umum? 
2) Apa yang menjadi pertimbangan BPRS Dana Mulia Surakarta untuk 
menyetujui pengajuan didalam suatu pembiayaan terhadap UMKM 
? 
3) Apa kendala yang dihadapi BPRS dana Mulia Surakarta dalam 
pengadaan pembiayaan keUMKM? 
4) Bagaimana administrasi dan penyimpanan jaminan/surat berharga 
yang dilakukan pada BPRS Dana Mulia Surakarta terhadap 
dokumen-dokumennya? 
5) Alurnya bagaimana dan Dokumennya apa saja? Siapa yang 
mengawasi dokumen tersebut? 
6) Siapa yang berwenang untuk memberikan dana? Dasarnya apa saja? 
7) Bagaiamana sistem penomeran dokumen pada BPRS Dana Mulia 
Surakarta? 
8) Bagaimana perkembangan komposisi pembiayaan yang ada didalam 
BPRS Dana Mulia Surakarta? Apakah NPFnya mengalami 
peningkatan? 
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Pedoman Wawancara 5 
Teknik pengumpulan data : Wawancara 
Kegiatan : Mencari informasi mengenai Sistem 
Pengendalian Internal dalam kegiatan 
pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah. 
Lokasi  : BPRS Dana Mulia 
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta 
Sumber Data : Primer  
Peneliti : Widya Apsta 
Informan : Parmono (Accounting officer) 
 
5. Sistem Akuntansi dalam kegiatan pembiayaan UMKM diBPRS Dana Mulia 
Surakarta? 
 
1) Bagaimana mekanisme prosedur jika terjadi pengajuan pembiayaan 
usaha mikro kecil dan Menengah? Apakah ada perbedaan antara 
nasabah UMKM dengan nasabah umum? 
2) Apa yang menjadi pertimbangan BPRS Dana Mulia Surakarta untuk 
menyetujui pengajuan didalam suatu pembiayaan terhadap UMKM 
? 
3) Apa kendala yang dihadapi BPRS dana Mulia Surakarta dalam 
pengadaan pembiayaan ke UMKM? 
4) Bagaimana administrasi dan penyimpanan jaminan/surat berharga 
yang dilakukan pada BPRS Dana Mulia Surakarta terhadap 
dokumen-dokumennya? 
5) Alurnya bagaimana dan Dokumennya apa saja? Siapa yang 
mengawasi dokumen tersebut? 
6) Siapa yang berwenang untuk memberikan dana? Dasarnya apa saja? 
7) Bagaiamana sistem penomeran dokumen pada BPRS Dana Mulia 
Surakarta? 
8) Bagaimana perkembangan komposisi pembiayaan yang ada didalam 
BPRS Dana Mulia Surakarta? Apakah NPFnya mengalami 
peningkatan? 
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Pedoman Wawancara 6 
Teknik pengumpulan data : Wawancara 
Kegiatan : Mencari informasi mengenai Sistem 
Pengendalian Internal dalam kegiatan 
pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah. 
Lokasi  : BPRS Dana Mulia 
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta 
Sumber Data : Primer  
Peneliti : Widya Apsta 
Informan : (Nasabah UMKM) 
 
6. kegiatan penyaluran pembiayaan UMKM diBPRS Dana Mulia Surakarta? 
 
1) Apa alasan anda melakukan peminjaman dana  diBPRS Dana Mulia ? 
Dananya digunakan untuk apa? 
2) Bagaimana tanggapan anda mengenai pelayanan pembiayaan UMKM di 
BPRS Dana Mulia Surakarta ? 
3) Kritik dan Saran Mengenai kinerja pegawai di BPRS Dana Mulia 
Surakarta? 
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Lampiran 3 
 
FIELD NOTE 1 
Teknik pengumpulan data : Wawancara 
Hari, tanggal : Rabu, 14 Juni 2017 
Waktu : 08.00-09.00 WIB 
Kegiatan : Mencari informasi tentang bagaimana 
penerapan Sistem Pengendalian Internal 
pada penyaluran pembiayaan UMKM. 
Lokasi  : BPRS Dana Mulia 
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta. 
Sumber Data  : Primer 
Peneliti : Widya Apsta 
Informan : Bp. Sri Wagito (Direktur) 
 
Deskripsi Wawancara 
Peneliti : Assalamualaikum pak. Perkenalkan nama saya 
Widya Apsta, Mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN 
Surakarta. 
Informan : Waalaikumsalam mas. Monggo silahkan duduk, 
mungkin ada yang bisa saya bantu mas? 
Peneliti : Boleh minta waktunya sebentar pak, untuk wawacara 
terkait dengan sitem pengendalian internal pada 
proses penyaluran pembiayaan UMKM. 
Informan : Iya mas monggo silahkan. 
Peneliti : Gambaran umum mengenai BPRS Dana Mulia itu 
bagaimana ya pak? 
Informan : Emmt begini mas BPRS Dana Mulia ini adalah 
BPRS yang pertama kali berdiri dikarisidenan 
Surakarta. Sedangkan jumlah seluruh BPRS di 
wilayah karisidenan surakarta itu ada 8 BPRS yaitu 3 
BPRS ada dikota Surakarta, 2 dikota sukoharjo, 1 
BPRS dikota Sragen dan 2 lagi ada diwilayah klaten. 
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Untuk lebih kompli dan jelasnya lagi mas bisa lihat 
di web kami yaitu www.bprsdanamulia.com 
Peneliti : Jadi begitu pak yayaya. Trus Bagaimana struktur 
organisasi yang diterapkan pada BPRS Dana Mulia 
Surakarta pak? 
Informan : Ohya, pada dasarnya struktur yang kita terapkan 
sudah merupakan ketentuan dari pemegang daham 
BPRS Dana Mulia, jadi semuanya telah sesuai dengan 
apa yang terdapat dalam job description. Untuk 
wewenang tertinggi pada BPRS Dana Mulia 
Surakarta ini dipegang oleh komisaris yang bertugas 
untuk mengawasi kinerja perusahaan. Baru setelah itu 
dibawahnya terdapat dewan direksi yang mengawasi 
kinerja operasional bank secara kesuluruhan. Untuk 
pelimpahan tanggung jawab, disini sama dengan 
perusahaan pada umumnya yaitu dari bawah ke atas. 
Maksudnya pertanggung jawaban kerja bergerak dari 
bawahan menuju atasan. 
Peneliti : Lalu apakah terdapat bagian yang merangkap dengan 
bagian lain? 
Informan : Kalau untuk perangkapan bagian memang disini ada 
beberapa bagian yang merangkap dengan bagian lain. 
Ya salah satunya SPI dek, yang merangkap dengan 
bagian Kabag. Operasional.  
Peneliti :  Mengapa sampai terjadi perangkapan kerja seperti itu 
pak ? apakah tidak menambah resiko yang 
ditanggung oleh perusahaan mengenai kecurangan 
kerja? 
Informan : sebenarnya ini berhubungan dengan jumlah tenaga 
kerja yang kita miliki. Kapasitas jumlah tenaga kerja 
memang masssih relative sedikit. Yaahh balik lagi ke 
permodalan yang dimiliki oleh Dana Mulia Surakarta 
sebenarnya. Kita tidak memilki dana yang banyak 
untuk dialokasikan pada penambahan tenaga kerja. 
Jadi ya sementara ada beberapa bagian yang 
merangkap, tapi Alhamdulillah selama ini tidak ada 
kecurangan yang tmbul akibat pengakapan jabatan. 
Yaahh semoga saja jangan sampai ada lahh. 
Peneliti : Kalau semisal pak ada kecurangan kerja? Cara 
penanganannya itu bagaimana? 
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Informan : Emmtt iyaa dek, awalnya kita mengoreksi dulu 
tingkat kecurangannya itu seperti apa dulu, lalu baru 
kita kasih tindakan dengan mengeluarkan surat 
peringatan. Apabila setelah kita kasih surat peringatan 
tetapi masih saja melakukan kecurangan yahh kita 
akan lakukan tidakan tegas yaitu pemecatan dari 
BPRS Dana Mulia Surakarta. 
Peneliti : Bagaimana tindakan yang bapak lakukan terhadap 
identifikasi resiko dan analisisnya berkenaan dengan 
penyaluran pembiayaan UMKM? 
Informan : Untuk menganalisis kelayakan pembiayaan terhadap 
nasabah, kita biasanya melakukan dengan cara 
mengecek kelengkapan data nasabah dlm pengajuan 
pembiayaan dan kita akan datangi langsung ketempat 
usaha para nasabah. dengan cara seperti itu resiko 
terhadap pembiayaan bisa kita minimalkan.  
Peneliti : Fungsi yang terkait dengan itu apa saja pak? 
Informan : Didalam fungsi yang terkait pada proses penyaluran 
pembiayaan ada beberapa bagian-bagian yang terkait 
yaitu ada Customer Service, kemudian Admin 
Pembiayaan yang bertugas untuk mengecek 
kelengkapan berkas dan membuat surat pernyataan, 
Account Officer yang bertugas untuk survai lapangan 
dan analisis pembiayaan, lalu ada komite 
pembiayaan ini bertugas untuk memutuskan 
pembiayaan yang layak diberikan atau tidak. Itu saja 
sih bagian yang terkait sebenarnya. 
Peneliti :  Untuk saat ini sudah tercapaikah tujuan dari BPRS 
Dana Mulia Surakarta? 
Informan : Emmt jadi begini dek, Kalau tujuan secara 
keseluruhan itu belum tercapai. Karena tujuan ini kan 
bermacam-macam dan yang pasti harus bisa 
mengakomodir semua kebutuhan stakeholder. 
Artinya semua yang terlibat dengan bank ini pasti 
mempunyai tujuan masing-masing.  pertama yaitu 
kepada pemilik saham secara parsial tujuannya udh 
tercapai, yang kedua  karyawan masih belum tercapai 
karena masih ada perangkapan kinerja, nasabah ini 
kan permintaanya banyak sekali jadi kita harus 
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memilah-milah mana tujuan pokoknya yang harus 
kita berikan terpenuhi dan untuk tujuan ke pemerintah 
semua lembaga bank harus memenuhi sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
 
Peneliti : Berarti  secara keseluruhan sudah tercapai dengan 
baik donk pak? 
Informan : Untuk kesimpulannya begini dek. kalau tujuan Jangka 
panjang blm tercapai sedangkan untuk tujuan jangka 
pendek sudah tercapai. 
Peneliti : Bagaimana evaluasi yang BPRS Dana Mulia 
Surakarta saat melakukan pemonitoran secara terpisah 
terhadap nasabah pembiayaan UMKM?  
Informan : Ohhiyaa Pada tahap ini dek, pihak bank akan 
melakukan pemeriksaan langsung dengan meninjau 
berbagai aspek yang dijadikan jaminan oleh nasabah. 
Biasanya, dalam melakukan pemeriksaan lapangan, 
calon nasabah tidak akan diberi tahu sebelumnya agar 
dapat dilihat langsung kondisi yang sebenarnya 
dilapangan. Setelah itu, akan dilakukan wawancara,  
dan pada tahap ini bisa dilihat apakah ada kesesuaian 
dan mengandung kebenaran antara wawancara 
dengan pemeriksaan lapangan. 
Peneliti : Apakah pengawasan/pemonitorannya dilakukan 
secara terus menerus pak? 
Informan : Iyaa itu pastilah dek, biasanya itu bagian pembiayaan 
yang akan melakukan kunjungan kelapangan atau 
bersilahturahmi kepada nasabah pada saat penagihan 
utang. 
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FIELD NOTE 2 
Teknik pengumpulan data : Wawancara 
Hari, tanggal : Rabu, 12 Juli 2017 
Waktu : 09.00-10.00 WIB 
Kegiatan : Mencari informasi tentang bagaimana 
mekanisme kerja SPI pada penyaluran 
pembiayaan UMKM 
Lokasi  : BPRS Dana Mulia 
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta 
Sumber Data  : Primer 
Peneliti : Widya Apsta 
Informan : Rohman Suedhi (kabag operasional, SPI) 
 
Deskripsi Wawancara 
Peneliti : Assalamualaikum pak. Perkenalkan nama saya 
Widya Apsta, Mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN 
Surakarta. 
Informan : Waalaikumsalam mas. Monggo silahkan duduk, 
mungkin ada yang bisa saya bantu mas? 
Peneliti : Minta waktunya sebentar pak, mau wawancara 
mengenai SPI. Apakah benar disini SPInya 
dirangkap oleh Kabag. Operasional?  
Informan : Iya mas. Jadi saya kerja ya sudah jadi kabag. Masih 
juga jadi SPI. Sebenarnya ini tidak diperbolehkan 
oleh OJK tp karena disini masih ada permasalahan 
modal keuangan ya untuk sementara SPI saya yang 
merangkapnya soalnya dulu saya mantan SPI juga 
mas. 
Peneliti : Ooohh begitu pak. Blhkah saya mulai wawancaranya 
pak? Bagaimana mekanisme kerja SPI disini pak? 
Informan : Iyaa silahkan mass. Jadi begini mas, SPI ini kan 
pengawas dan pengontrol supaya tidak terjadi 
penyelewengan/penyalahgunaan. Untuk mekanisme 
pengawasannya sdh ditetapkan oleh manajemen bank, 
jadi tujuan adanya SPI ini wajib memastikan 
kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-
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undangan yang berlaku, menyediakan informasi 
keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat 
guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam 
kegiatan operasional. Mungkin mas nanti bisa 
menyimpulkan sendiri bagaimana sih mekanisme 
kerja SPI ini dari hasil wawancara dengan saya. 
Peneliti : Emmt iyaa pak terima kasih. Untuk Perannya itu 
seperti apa pak didalam penyaluran pembiayaan 
UMKM?  
Informan : Secara berkesinambungan SPI berguna untuk: 1. 
Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, 2. 
Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat dan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 3. Mengurangi 
dampak keuangan/kerugian,dan 4. Meningkatkan 
efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi 
biaya. Misalnya begini mas: melakukan pengecekan 
berkas-berkas dalam pembiayaan sudah komplit 
belum, dan apakah semua sudah ditandatangani. 
Peneliti :  Berarti SPI tidak bisa ikut melakukan pemutusan 
dalam pembiayaan donk pak? 
Informan : Wooo tidak boleh mas. Kalau didalam pemutusan 
pembiayaan ini SPI hanya blh memberikan saran dan 
temuan” yang terjadi dilapangan supaya resiko 
terjadinya pembiayaan bermasalah bisa diminimalkan 
dan diatasi oleh manajemen bank. 
Peneliti : Apakah setiap surat permohonan pembiayaan 
diajukan kepada SPI? 
Informan : Tidak mas. SPI inikan kerjanya harus independent, 
penuh integritas didalam struktur organisasi SPI tidak 
mempunyai bawahan, jadi surat permohonan 
pembiayaan ini hanya masuk melewati Costumer 
Service, Account Officer, dan Kabag atau atasan. Lah 
disinilah SPI berperan mengawasi kinerja CS, AO dan 
para pegawai lainnya. 
Peneliti : Apakah SPI juga ikut dalam suatu rapat komite 
pembiayaan pak?  
Informan : Iyaa.. menganai anggota komite pembiayaan itu nanti 
terdiri dari direktur utama, direktur, kabag operasinal, 
kabag pemasaran dan SPI bahkan kalau untuk 
pembiaayaan yang besar semisal diatas 100juta dewan 
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komisaris juga hadir dalam rapat yang membahas 
mengenai penentuan pemutusan pembiayaan terhadap 
nasabah. 
Peneliti : Apakah semua jabatan itu nanti dikasihkan tanggung 
jawab terhadap nominal pemutusan pengajuan 
permohonan pembiayaan UMKM? 
Informan : mengenai hal itu dek, untuk plafon pinjaman itu nanti 
ada surat edaran khusus yang dikeluarkan oleh komite 
pembiayaan. kalau  secara umum untuk pinjaman 
sampai dengan 5 juta cukup Account Officer yang bisa 
memutus, untuk pinjaman 5juta sampai 25 juta kepala 
bagian (Kabag operasional dan Kabag pemasaran) 
yang memutus, sedangkan untuk pinjaman 25 juta 
sampai 50 juta ada direktur yang bisa memutus dan 
untuk pinjaman lebih dari 100 juta nanti Dewan 
Komisaris langsung yang memutus. 
Peneliti : Oohh begitu pak. Trus Bagaimana upaya dari SPI 
dalam menekan dan menimalisir terjadinya 
pembiayaan bermasalah ? 
Informan : Kalau itu sudah pasti, dengan adanya SPI pembiayaan 
bermasalah bisa diminimalisir. Nanti SPI akan 
mengecek kondisi dilapangan itu bagaimana, 
menganalisa permasalahannya dan harus membuatkan 
laporan mengenai pembiayaan bermasalah untuk 
dilaporkan ke pihak manajemen bank. 
Peneliti :  Wuaahhh kalau gitu SPI sangat penting donk pak? 
Emmt satu lagi pertanyaan saya pak, kenapa 
manajemen BPRS Dana Mulia tidak Mencari 
karyawan untuk bagian SPI pak? Padahal 
keberadaannyapun sangat diperlukan. 
Informan : Iya mas. Untuk saat ini kita sedang mengajukan 
permintaan karyawan baru untuk bagian SPI dengan 
pemegang saham. Mungkin mulai bulan depan kita 
akan mengadakan seleksi dan perukrutan karyawan. 
Bukan hanya SPI nya saja dibagian-bagian lainnya 
saya rasa juga membutuhkan. 
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FIELD NOTE 3 
Teknik pengumpulan data : Wawancara 
Hari, tanggal : Kamis, 15 Juni 2017 
Waktu : 09.00-10.00 WIB 
Kegiatan : Mencari informasi tentang bagaimana 
proses penyaluran pembiayaan UMKM 
Lokasi  : BPRS Dana Mulia 
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta 
Sumber Data  : Primer 
Peneliti : Widya Apsta 
Informan : Agus Ris (Account Officer) 
 
Deskripsi Wawancara 
Peneliti : Assalamualaikum pak. Perkenalkan nama saya 
Widya Apsta, Mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN 
Surakarta. 
Informan : Waalaikumsalam mas. Silahkan duduk dulu mas, 
mungkin ada yang bisa saya bantu mas? 
Peneliti : Boleh minta waktunya sebentar pak, untuk wawacara 
terkait dengan proses penyaluran pembiayaan 
UMKM. 
Informan : Iya mas monggo silahkan. 
Peneliti : Jadi begini pak, Bagaimana mekanisme prosedur jika 
terjadi pengajuan pembiayaan usaha mikro kecil dan 
Menengah pak?  
Informan : Semua sudah tertulis pada Standart Operasional 
Prpsedur (SOP) permohonan pembiayaan yang 
dimiliki oleh BPRS Dana Mulia Surakarta mas. 
Dalam pelaksanaan yang kita lakukan sama dengan 
pedoman tertulis itu. Jadi lebih baik nanti saya 
tunjukan saja SOPnya agar lebih jelas. Takutnya kalau 
saya yang jelaskan panjang lebar nanti malah 
bingung. Pada intinya sih prosedurnya sama kayak 
kalau misalnya kita ingin melakukan pendaftaran kan 
pasti menghubungi Customer Service terlebih dahulu 
baru nanti kita diarahkan untuk persyaratan apa saja 
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yang harus dilakukan. Yaa seperti itu juga prosedur 
pada BPRS Dana Mulia Surakarta. Nanti bisa dilihat 
langsung pada SOP ya mas mekanismenya.  
Peneliti : Apakah ada perbedaannya antara nasabah UMKM 
dengan nasabah umum pak? 
Informan : Ohh kalau mengenai itu pasti ada, jadi begini mas. 
setiap nasabahpun dalam mengajukan pembiayaan 
saya tanyai, saya wawancara mengenai latar belakang 
mereka bekerja sebagai apa, penghasilannya berapa, 
dll. Baru nanti saya golongkan ke kategori nasabah 
umum atau nasabah kelompok. Setelah saya 
mendapatkan data legalitas dan keuangan mereka, 
baru nanti saya ajukan kekomite pembiayaan supaya 
bisa segera dirapatkan apakah nasabah ini layak atau 
tidak untuk dibiayai. 
Peneliti :  Apa yang menjadi pertimbangan bapak untuk 
menyetujui pengajuan didalam suatu pembiayaan 
terhadap UMKM ? 
Informan : Kalau masalah itu kembali lagi ke hasil analisa yang 
dilakukan Account Officer dalam proses survai 
lapangan. Karena memang semua bergantung sama 
hasil analisis itu mas. Tapi sebenarnya kalau 
permohonan pembiayaan yang mengajukan adalah 
kerabat dari salah satu karyawan atau pejabat yang 
berwenang dalam BPRS Dana Mulia Surakarta, kita 
jarang melakukan analisis secara detail mas. Karena 
takutnya nanti akan terlalu lama didalam analisisnya, 
jadi ibarat kayak simbiosis mutualisme, mereka 
membutuhkan uang untuk biaya dan kita 
membutuhkan nasabah untuk menjalankan kinerja. 
Makanya untuk kreditur yang meminjam kerabat dari 
salah satu karyawan atau pejabat biasanya kita 
kebanyakan langsung ACC asalkan memang kreditur 
tersebut dirasa potensial. Baru nanti kalau kreditur 
dengan jumlah peminjaman yang relative besar kita 
melakukan analisis sesuai dengan prosedur yang 
berlaku. 
Peneliti : Lalu Apakah dengan system yang seperti itu tidak 
menjadikan kendala yang dihadapi pada saat proses 
penyaluran pembiayaan? 
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Informan : Yaa memang kalau dilihat secara kasat mata pasti 
terkesan akan menimbulkan resiko untuk BPRS Dana 
Mulia Surakarta. Tapi Alhamdulillah selama ini 
semua berjalan dengan baik-baik saja ya walaupun 
pasti ada sajalah yang ternyata menjadi pembiayaan 
bermasalah. Toh kita juga punya pedoman langkah-
langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah dek. 
Jadi insyaallah semua bisa dicover lah. 
Peneliti : Bagaimana administrasi dan penyimpanan 
jaminan/surat berharga yang dilakukan pada BPRS 
Dana Mulia Surakarta terhadap dokumen-
dokumennya? 
Informan : Penginputan data administrasi dilakukan secara 
terkomputerisasi semua di BPRS kami mass. Yaa 
dengan cara system begitu mempermudahkan kinerja 
kita supaya bisa menghindari kecurangan. 
Peneliti :  Untuk Alurnya sendiri bagaimana pak dan 
Dokumennya apa saja? 
Informan : Prosedur tentang realisasi pembiayaan juga sudah 
tertera dalam SOP yang dimiliki BPRS Dana Mulia 
Surakarta mass. Nanti mas bisa langsung observasi 
langsung ajaa kalau ada nasabah yang mengajukan 
pembiayaan. untuk dokumen-dokumennya sendiri 
juga sudah tertera didalam brosur permohonan 
pembiayaan ada KTP, KK, NPWP dll mass. 
Peneliti : Oohh begitu pak. kalau yang berhak mengawasi 
dokumen tersebut siapa? 
informan : Yang bertugas mengawasi dokumen” itu nanti ada 
bagian kantor kas BPRS Dana Mulia Surakarta. Yang 
berada di jl. Teuku umar No. 15 A keprabon 
Banjarsari Surakarta. 
Peneliti :  Siapa yang berwenang untuk memberikan dananya? 
Dasarnya apa saja? 
Informan : Untuk wewenang pemberian dana nya itu nanti yang 
berhak menentukan Account Officer. Jadi nanti berkas 
analisa dari Accout Officer juga harus dirapat 
kekomite pembiayaan. lahh dari situlah yang menjadi 
dasar penentuan apakah pembiayaan layak apa atau 
tidak diberikan kepada nasabah mass. 
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Peneliti :  Terus Bagaiamana sistem penomeran dokumennya 
pak? 
Informan : Untuk penomeran nya juga sudah dilakukan 
dikomputer penginputan data yang ada di kantor kas. 
Jadi dengan begitu sewaktu-waktu ada nasabah ada 
yang akan melakukan pelunasan kita mudah untuk 
mencarinya dan bisa langsung dikasihkan kepada 
nasabahnya mass. 
Peneliti :  Bagaimana perkembangan komposisi pembiayaan 
yang ada didalam BPRS Dana Mulia Surakarta? 
Apakah NPFnya mengalami peningkatan? 
Informan : Wuaahh kalau itu saya tidak mempunyai wewenang 
untuk menjawabnya mass. Karena memang itu adalah 
rahasia dari sebuah perusahaan. Hehhehe 
 
FIELD NOTE 4 
Teknik pengumpulan data : Wawancara 
Hari, tanggal : Kamis, 15 Juni 2017 
Waktu : 10.00-11.00 WIB 
Kegiatan : Mencari informasi tentang bagaimana 
proses penyaluran pembiayaan UMKM 
Lokasi  : BPRS Dana Mulia 
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta 
Sumber Data  : Primer 
Peneliti : Widya Apsta 
Informan : Widodo (Account Officer) 
 
Deskripsi Wawancara 
Peneliti : Assalamualaikum pak. Perkenalkan nama saya 
Widya Apsta, Mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN 
Surakarta. 
Informan : Waalaikumsalam mas. Ada keperluan apa nih? 
Peneliti : Boleh minta waktunya sebentar pak, untuk wawacara 
terkait dengan proses penyaluran pembiayaan 
UMKM. 
Informan : Iya mas silahkan. Mau Tanya tentang apa mas? 
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Peneliti : Tentang mekanisme prosedur jika terjadi pengajuan 
pembiayaan usaha mikro kecil dan Menengah pak?  
Informan : Prosedurnya nasabah mengajukan permohonan 
pembiayaan dan melengkapi persyaratan yang tetera 
dalam brosur pengajuan pembiayaan dulu ke 
customer service, lalu nanti nasabah akan 
diwawancara oleh Account Officer yang ditunjuk 
direktur untuk menganalisa data legalitas jaminan, 
biodata nasabah, mengamati kegiatan usaha nasabah 
kalau yang sudah berwirausaha. Baru nanti Account 
Officer mengajukan ke komite pembiayaan untuk 
dirapat layak atau tidak diberikan dananya.  
Peneliti : Apakah ada perbedaannya antara nasabah UMKM 
dengan nasabah umum pak? 
Informan : Yahh pasti adalah mass. Perbedaannya kalau nasabah 
umum digunakan untuk perseorangan sedangkan 
nasabah UMKM digunakan untuk kelompok biasanya 
yang terjadi dilapangan kayak begitu mass. 
Peneliti :  Apa yang menjadi pertimbangan bapak untuk 
menyetujui pengajuan didalam suatu pembiayaan 
terhadap UMKM ? 
Informan : Yang menjadi pertimbangan kalau Account Officer 
nya saya. Yang penting persyaratan lengkap, jaminan 
atas nama sendiri dan lbh tinggi dari nilai pinjaman itu 
saja cukup. 
Peneliti : Apakah ada kendala yang dihadapi pada saat proses 
penyaluran pembiayaan ke UMKM? 
Informan : Kalau mengenai kendala pasti ada disetiap 
menganalisa nasabah. misalnya slip gaji tidak sesuai, 
jaminan tidak atas nama sendiri dll. Pasti ada saja 
nasabah yang memberikan keterangan yang tidak 
sesuai dengan kondisi nya semua tergantung dari 
bagaimana kinerja kita. 
Peneliti : Bagaimana administrasi dan penyimpanan 
jaminan/surat berharga yang dilakukan pada BPRS 
Dana Mulia Surakarta terhadap dokumen-
dokumennya? 
Informan : Ada bagian kantor kas BPRS Dana Mulia Surakarta. 
Yang berada di jl. Teuku umar No. 15 A keprabon 
Banjarsari Surakarta. 
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Peneliti :  Alurnya bagaimana dan Dokumennya apa saja pak? 
Siapakah yang berhak mengawasi dokumen tersebut? 
Informan : Untuk alurnya itu nanti setelah nasabah melengkapi 
persyaratan pembiayaannya ke Customer Service 
kemudian Costumer Service memberikan berkasnya 
bagian admin pembiayaan untuk dianalisa oleh 
Account Officer. Setelah di ACC oleh Account Officer 
dan layak untuk diberikan pembiayaan baru 
dokumennya disimpan ke kantor kas. 
Peneliti :  Siapa yang berwenang untuk memberikan dananya? 
Dasarnya apa saja? 
Informan : Account Officer dan para anggota komite 
pembiayaan, untuk dasarnya yahh itu tadi legalitas 
jaminan, biodata nasabah dll yang bisa memperkuat 
bahwa nasabah pantas untuk diberikan pembiayaan. 
Peneliti :  Terus Bagaiamana sistem penomeran dokumennya 
pak? 
Informan : Untuk system penomerannya masa bisa lihat sendiri 
bagaiman kegiatan yang berada di kantor kas BPRS 
Dana Mulia Surakarta supaya lebih jelasnya. Dan 
informasinya lengkap sesuai dengan yang terjadi 
dilapangan. 
Peneliti :  Bagaimana perkembangan komposisi pembiayaan 
yang ada didalam BPRS Dana Mulia Surakarta? 
Apakah NPFnya mengalami peningkatan? 
Informan : Perkembangan komposisi pembiayaan BPRS Dana 
Mulia Alhamdulillah tidak ada masalah mass masih 
bisa diatasi. Kalau mengenai tingkat NPFnya mas, 
biasa lihat sendiri dilaporan publikasi BPRS Dana 
Mulia Surakarta. 
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FIELD NOTE 5 
Teknik pengumpulan data : Wawancara 
Hari, tanggal : Senin, 19 Juni 2017 
Waktu : 13.00-14.00 WIB 
Kegiatan : Mencari informasi tentang bagaimana 
proses penyaluran pembiayaan UMKM 
Lokasi  : BPRS Dana Mulia 
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta 
Sumber Data  : Primer 
Peneliti : Widya Apsta 
Informan : Parmono (Account Officer) 
 
Deskripsi Wawancara 
Peneliti : Assalamualaikum pak. Perkenalkan nama saya 
Widya Apsta, Mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN 
Surakarta. 
Informan : Waalaikumsalam mas. Silahkan duduk dulu mas, 
mungkin ada yang bisa saya bantu mas? 
Peneliti : Boleh minta waktunya sebentar pak, untuk wawacara 
terkait dengan proses penyaluran pembiayaan 
UMKM. 
Informan : Iya mas monggo silahkan. 
Peneliti : Bagaimana mekanisme prosedur jika terjadi 
pengajuan pembiayaan usaha mikro kecil dan 
Menengah pak?  
Informan : Dalam pelaksanaannya yang kita lakukan sama 
dengan SOP yang tertulis mass. Jadi lebih baiknya 
nanti mas bisa observasi langsung saja kalau ada 
nasabah yang mengajukan pembiayaan kesini. Mas 
bisa bantu-bantu saya mengambilkan berkas-berkas 
apa saja yang diperlukan dan menganalisanya. 
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Peneliti : Apakah ada perbedaannya antara nasabah UMKM 
dengan nasabah umum pak? 
Informan : Itu sudah pasti ada. Tinggal nanti kita menunggu hasil 
analisanya baru kita masukan kedata computer 
nasabah ini berada digolongan nasabah apaa. 
Peneliti :  Apa yang menjadi pertimbangan bapak untuk 
menyetujui pengajuan didalam suatu pembiayaan 
terhadap UMKM ? 
Informan : Yang paling utama ada jaminannya yang sesuai 
dengan nilai pinjaman, trus persyaratannya lengkap 
dan hasil wawancara dengan sabah layak untuk 
diberikan dana.  
Peneliti : Apakah ada kendala yang dihadapi pada saat proses 
penyaluran pembiayaan ke UMKM? 
Informan : Setiap kita melakukan pekerjaan pasti ada kendala, 
tinggal kita bagaimana menyikapinya dan 
menyelesaikannya dengan baik-baik. 
Peneliti : Bagaimana administrasi dan penyimpanan 
jaminan/surat berharga yang dilakukan pada BPRS 
Dana Mulia Surakarta terhadap dokumen-
dokumennya? 
Informan : Itu nanti mas bisa langsung dating aja ke kantor kas 
BPRS Dana Mulia Surakarta. Malah langsung 
mendapatkan informasi yang lengkap, kalau saya 
kurang begitu paham. 
Peneliti :  Alurnya bagaimana dan Dokumennya apa saja pak? 
Siapakah yang berhak mengawasi dokumen tersebut? 
Informan : Yaa dokumen yang pasti ada nilai jualnya. Misalnya: 
BPKB, Sertifikat dll. Untuk alur dan pengawasannya 
mas langsung Tanya pegawai yang disana aja yang 
sesuai dengan bidang penyipanan dokumen 
Peneliti :  Siapa yang berwenang untuk memberikan dananya? 
Dasarnya apa saja? 
Informan : Yang berwenang untuk memutuskannya Account 
Officer dan para pejabat komite pembiaayan. 
Dasarnya yang pasti nilai jual jaminannya lebih besar 
gitu mas daripada jumlah pinjamannya.  
Peneliti :  Terus Bagaiamana sistem penomeran dokumennya 
pak? 
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Informan : Senua sudah terkomputerisasi, jadi nanti surat 
permohonan pembiayaan itukan ada nomer nya, kita 
masukan data nasabah dan nomernya kekomputer. 
Peneliti :  Bagaimana perkembangan komposisi pembiayaan 
yang ada didalam BPRS Dana Mulia Surakarta? 
Apakah NPFnya mengalami peningkatan? 
Informan : Itu rahasia perusahaan mas. Langsung Tanya saja ke 
direkturnya BPRS Dana Mulia. 
 
FIELD NOTE 6 
Teknik pengumpulan data : Wawancara dan Observasi 
Hari, tanggal : Senin, 19 Juni 2017 
Waktu : 14.00-15.00 WIB 
Kegiatan : Mencari informasi tentang bagaimana 
proses penyaluran pembiayaan UMKM 
Lokasi  : BPRS Dana Mulia 
Jl. KH. Agus Salim No. 10 Sondakan, 
Laweyan, Surakarta 
Sumber Data  : Primer 
Peneliti : Widya Apsta 
Informan : Suyatno (Nasabah UMKM) 
 
Deskripsi Wawancara 
Peneliti : Assalamualaikum pak? 
Informan : Iyaaa Waalaikumsalam mas. Ada apa mas? 
Peneliti : Perkenalkan pak nama saya Widya Apsta dari 
mahasiswa Akuntansi syariah IAIN Surakarta.  
Informan : Ohhiyaa mas. Ada yang bisa saya bantu? 
Peneliti :  Terima kasih sebelumnya pak, mohon maaf pak, 
saya meminta ijin menggangu sebentar. Kalau blh 
saya tau nama bapak siapa? Rumahnya dmn pak? 
Informan : Nama saya Suyatno, rumah saya pajang mas dekat 
pasar jongke, surakarta.  
Peneliti : Apa alasan bapak melakukan peminjaman dana  di 
BPRS Dana Mulia ? Dananya digunakan untuk apa? 
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Informan : Karena BPRS Dana Mulia ini deket dengan rumah 
saya, jadi kalau ada apa penak mas. Untuk soal 
dananya itu mau saya gunakan modal usaha jualan 
angkringan mas. Saya ngajuinnya gak banyak-banyak 
kog mas cuma 5jt. 
Peneliti : Kalau begitu dengan uang 5jt sdh cukup ya pak untuk 
buat modal angkringan? 
Informan : Iyaa insya allah cukup mas. Tp nanti lihat dulu, dari 
pihak BPRS Dana Mulia Surakarta ACCnya brp? 
Biasanya sih mas, kl ngajuin 5jt pasti cairnya dibawah 
dari itu. 
Peneliti :  Ooohh  begitu pak. Lalu Bagaimana tanggapan bapak 
mengenai pelayanan di BPRS Dana Mulia Surakarta?  
Informan : Pelayanannya cukup bagus mas. Pegawainya ramah, 
ruang tunggunya bersih dan rapi, disini tuh mas, 
enaknya pada saat nasabah mengajukan pembiayaan. 
Nasabah dibimbing dan diarahkan kepada poduk yang 
dibutuhkan oleh nasabah, jadi disini untuk melakukan 
persetujuan pembiayaan harus ada kesepakan kedua 
belah pihak. Apalagikan disini tuh akadnya produk 
syariah mas, jadi potongan untuk biaya 
administrasinya cuma sedikit dan tidak ada bunganya 
mas. 
Peneliti :  Kritik dan Saran Mengenai kinerja pegawai di BPRS 
Dana Mulia Surakarta? 
Informan : Kalau menurut saya sih mas, di BPRS Dana Mulia 
Surakarta kursi untuk ruang tunggu nya masih kurang, 
jadi banyak nasabah yang tidak kebagian tempat 
duduk. Untuk pegawainya sendiri juga masih kurang 
mas, jadi kita sebagai nasabah terlalu lama mengantri 
untuk pengajuan pembiayaan. 
 
 
 
 
 
 
 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 126 
 
 
 
  
 127 
 
 
 
Lampiran 5 
 
 
 128 
 
 
 
Lampiran 6 
 
 
 
 
 
 
 
 129 
 
 
 
Lampiran 7 
 
  
 130 
 
 
 
Lampiran 8 
 
 
 
 
 131 
 
 
 
Lampiran 9 
 
 
 
 132 
 
 
 
Lampiran 10 
 
 
 
 
 133 
 
 
 
 
 
 
 
 134 
 
 
 
 
 
 
 
 1
3
5 
 
 
 L
a
m
p
ira
n
 1
1
 
Jad
w
al P
en
elitian
 
 
N
o
 
B
u
la
n
 
 
F
eb
-1
7
 
M
a
r-1
7
 
A
p
ril-1
7
 
M
ei-1
7
 
J
u
n
it-1
7
 
J
u
li-1
7
 
A
g
u
stu
s-1
7
 
S
ep
-1
7
 
N
o
v
-1
7
 
K
eg
iatan
 
1
 
2
 
3
 
4
 
1
 
2
 
3
 
4
 
1
 
2
 
3
 
4
 
1
 
2
 
3
 
4
 
1
 
2
 
3
 
4
 
1
 
2
 
3
 
4
 
1
 
2
 
3
 
4
 
1
 
2
 
3
 
4
 
1
 
2
 
3
 
4
 
1
 
P
en
y
u
su
n
an
 
P
ro
p
o
sal 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
K
o
n
su
ltasi 
 
x
 
x
 
 
x
 
 
 
x
 
 
 
 
 
x
 
X
 
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
x
 
 
 
 
3
 
R
ev
isi 
P
ro
p
o
sal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
H
asil 
P
en
elitian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
A
n
alisis 
P
en
elitian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
6
 
P
en
u
lisan
 
A
k
h
ir N
ask
ah
 
S
k
rip
si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
x
 
 
 
 
7
 
P
en
d
aftaran
 
M
u
n
aq
o
sah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
8
 
M
u
n
aq
o
sah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
9
 
R
ev
isi S
k
rip
si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 136 
 
 
 
Lampiran 12 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Data Pribadi 
Nama  :  WIDYA  APSTA 
Jenis kelamin  :  Laki-Laki 
Tempat,tgl lahir  :  Surakarta, 07 September 1994 
Status Perkawinan :  Belum Menikah 
Agama : Islam 
Kewarganegaraan :  Indonesia 
Alamat  : Pandean Rt03 Rw01 Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo.                                     
Nomor HP  :  082225507804 
E-mail :  widya.apsta@yahoo.com 
 
Pendidikan: 
2001-2006  : SD N 01 Ngadirejo, Kartasura 
2006-2009  : SMP Muhammadiyah 05 Surakarta 
2009-2012  : SMK N 01 Sawit Boyolali 
2013-2018 : IAIN Surakarta 
